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KATA PENGANTAR

Sebagai salah satu unit pelaksana dari Badan
Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia selaku
unsur penyelenggara negara, BPK Perwakilan
Provinsi Kalimantan Selatan wajib menyusun

Laporan Kinerja Pelaksana Badan Pemeriksa

Keuangan sebagai bentuk pertanggungjawaban atas
pelaksanaan tugas dan fungsinya dalam mengelola segala sumber daya yang dimiliki dalam
mencapai visi, misi, tujuan, dan sasaran strategis organisasi. Laporan Kinerja ini merupakan
cerminan dari pencapaian kinerja BPK Perwakilan Provinsi Kalimantan Selatan selama
Tahun 2018.

Laporan Kinerja BPK Perwakilan Provinsi Kalimantan Selatan disusun sesuai
Keputusan Sekretaris Jenderal BPK RI No. 286/K/X-XI1.2/6/2017 tanggal 20 Juni 2017
tentang Pelaporan Kinerja pada Unit-Unit Kerja Pelaksana Badan Pemeriksa Keuangan.
Laporan Kinerja berisi pencapaian dan evaluasi atas sasaran strategis yang telah ditetapkan

target kinerjanya dalam Perjanjian Kinerja.

Selanjutnya Laporan Kinerja ini diharapkan dapat menjadi salah satu bahan evaluasi
untuk perbaikan kinerja BPK Perwakilan Provinsi Kalimantan Selatan secara khusus dan

BPK RI secara keseluruhan.

Banjarbaru, Januari 2019

Kepala Perwakilan

¥
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BAB |
PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Penyusunan Laporan Kinerja

Sebagai tindak lanjut Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Nomor XI/MPR/1998 dan
Undang-undang (UU) Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih
dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (KKN), maka pemerintah telah menerbitkan
Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi
Pemerintah (AKIP) yang mewajibkan setiap instansi pemerintah tidak terkecuali Badan
Pemeriksa Keuangan (BPK), sebagai unsur penyelenggara pemerintahan negara untuk
mempertanggungjawabkan tugas pokok dan fungsinya dalam mengelola segala sumber daya
yang dimiliki dan dalam mencapai misi dan tujuan organisasi.

Kewajiban untuk menyusun Laporan AKIP (LAKIP) tidak hanya melekat pada BPK sebagai
suatu lembaga, tetapi juga unsur—unsur pelaksana BPK sebagaimana dinyatakan dalam
Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor
29 Tahun 2010 tentang Penyusunan Penetapan Kinerja dan Pelaporan Kinerja Instansi
Pemerintah Pasal 13 yang menyatakan bahwa instansi yang wajib menyusun Laporan Kinerja
diantaranya adalah unit organisasi eselon | pada kementerian/lembaga dan unit kerja mandiri
yang ditetapkan.

Laporan Kinerja BPK RI disusun sesuai Surat Keputusan Sekretaris Jenderal BPK Rl Nomor
286/K/X-X11.2/6/2017 tanggal 20 Juni 2017 tentang Pelaporan Kinerja pada Unit-Unit Kerja

Pelaksana Badan Pemeriksa Keuangan.

B. Tugas dan Fungsi BPK Perwakilan Provinsi Kalimantan Selatan

BPK merupakan satu lembaga yang bebas dan mandiri bertugas memeriksa pengelolaan dan
tanggung jawab keuangan negara sesuai UU Nomor 15 Tahun 2006 tentang Badan Pemeriksa
Keuangan. Pelaksanaan tugas UU tersebut dilakukan oleh BPK dibantu oleh pelaksana BPK
diantaranya Auditorat Utama Keuangan Negara VI (AKN VI). Sesuai Keputusan BPK
Nomor 10/K/1-X111.2/11/2016, 2 November 2016 tentang Perubahan Kedua atas Keputusan
Badan Pemeriksa Keuangan Nomor 3/K/I-XI111.2/7/2014 tentang Organisasi dan Tata Kerja
Pelaksana Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia, AKN VI bertugas memeriksa
pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara/daerah pada Kementerian Kesehatan,

Badan Pengawas Obat dan Makanan, Kementerian Pembangunan Daerah Tertinggal, dan
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Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, serta keuangan daerah dan kekayaan daerah yang

dipisahkan pada Pemerintah Daerah di wilayah Bali, Nusa Tenggara, Kalimantan, Sulawesi,

Maluku, dan Papua.

AKN VI didukung oleh antara lain BPK Perwakilan Provinsi Kalimantan Selatan selaku

unsur pelaksana sebagian tugas dan fungsi AKN VI dalam melaksanakan tugas memeriksa

pengelolaan dan tanggung jawab keuangan daerah pada Pemerintah Provinsi Kalimantan

Selatan, kota/kabupaten di Provinsi Kalimantan Selatan, serta BUMD dan lembaga terkait di

lingkungan entitas tersebut, termasuk melaksanakan pemeriksaan yang dilimpahkan oleh

AKN VI dan menyelenggarakan fungsi sebagai berikut.

a.

Perumusan dan pengevaluasi rencana aksi BPK Perwakilan Provinsi Kalimantan Selatan
dengan mengidentifikasi indikator kinerja utama berdasarkan rencana implementasi
rencana strategis BPK.

Perumusan rencana kegiatan BPK Perwakilan Provinsi Kalimantan Selatan berdasarkan
rencana aksi serta tugas dan fungsi BPK Perwakilan Provinsi Kalimantan Selatan.
Perumusan  kebijakan pelaksanaan pemeriksaan pengelolaan dan tanggung jawab
keuangan daerah yang menjadi tugas BPK Perwakilan Provinsi Kalimantan Selatan.
Penyusunan program, pelaksanaan dan pengendalian kegiatan pemeriksaan pengelolaan
dan tanggung jawab keuangan daerah yang dilaksanakan oleh BPK Perwakilan Provinsi
Kalimantan Selatan yang meliputi pemeriksaan keuangan, pemeriksaan kinerja, dan
pemeriksaan dengan tujuan tertentu kecuali pemeriksaan investigatif.

Penetapan tim pemeriksa untuk melaksanakan kegiatan pemeriksaan pada lingkup tugas
BPK Perwakilan Provinsi Kalimantan Selatan.

Pemerolehan keyakinan mutu hasil pemeriksaan pada lingkup tugas BPK Perwakilan
Provinsi Kalimantan Selatan.

Pengompilasian hasil pemantauan penyelesaian kerugian daerah pada lingkup tugas BPK
Perwakilan Provinsi Kalimantan Selatan.

Penyusunan bahan penjelasan kepada pemerintah daerah dan DPRD tentang hasil
pemeriksaan pada lingkup tugas BPK Perwakilan Provinsi Kalimantan Selatan.
Pengevaluasian kegiatan pemeriksaan pada lingkup tugas BPK Perwakilan Provinsi
Kalimantan Selatan, yang dilaksanakan oleh Pemeriksa BPK, pemeriksa yang bekerja
untuk dan atas nama BPK, dan akuntan publik berdasarkan ketentuan perundang-
undangan.

Pengompilasian dan pengevaluasian hasil pemeriksaan dalam rangka penyusunan

sumbangan IHPS pada lingkup tugas BPK Perwakilan Provinsi Kalimantan Selatan, baik
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yang pemeriksaannya dilaksanakan oleh Pemeriksa BPK maupun oleh pemeriksa yang
bekerja untuk dan atas nama BPK.

k. Pembahasan tindak lanjut hasil pemeriksaan pada lingkup tugas BPK Perwakilan Provinsi
Kalimantan Selatan dengan aparat pengawasan internal pada entitas terperiksa.

I.  Pemantauan pelaksanaan tindak lanjut hasil pemeriksaan pada lingkup tugas BPK
Perwakilan Provinsi Kalimantan Selatan.

m. Penyiapan bahan perumusan pendapat pada lingkup tugas BPK Perwakilan Provinsi
Kalimantan Selatan akan disampaikan kepada pemangku kepentingan yang diperlukan
karena sifat pekerjaannya.

n. Penyiapan bahan permintaan pendapat dan konsultasi hukum terkait hasil pemeriksaan
pada lingkup tugas BPK Perwakilan Provinsi Kalimantan Selatan untuk disampaikan
kepada Ditama Binbangkum.

0. Penyiapan hasil pemeriksaan yang berindikasi tindak pidana dan/atau kerugian daerah
untuk disampaikan kepada Auditorat Utama Investigasi.

p. Pengelolaan sumber daya manusia, keuangan, hukum, hubungan masyarakat, teknologi
informasi, prasarana dan sarana, serta administrasi umum.

g. Pemutakhiran data pada aplikasi sistem manajemen pemeriksan (SMP) dan daftar entitas
pemeriksaan (DEP) pada lingkup tugas BPK Perwakilan Provinsi Kalimantan Selatan.

r.  Penyusunan Laporan Kinerja BPK Perwakilan Provinsi Kalimantan Selatan.

s. Pelaporan hasil kegiatan secara berkala kepada BPK.
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C. Struktur Organisasi BPK Perwakilan Provinsi Kalimantan Selatan

Sesuai Keputusan BPK Rl Nomor 10/K/1-X111.2/11/2016, tanggal 2 November 2016 tentang
Perubahan Kedua atas Keputusan Badan Pemeriksa Keuangan Nomor 3/K/I-XI11.2/7/2014
tentang Organisasi dan Tata Kerja Pelaksana Badan Pemeriksa Keuangan Republik
Indonesia, BPK Perwakilan Provinsi Kalimantan Selatan dipimpin oleh seorang kepala
perwakilan berada di bawah AKN VI dan bertanggungjawab kepada Anggota VI BPK
melalui Tortama Keuangan Negara V1.

BPK Perwakilan Kalimantan Selatan terdiri dari Sekretariat Perwakilan, Subauditorat
Kalimantan Selatan I, Subauditorat Kalimantan Selatan Il, dan kelompok pejabat fungsional

pemeriksa dengan uraian tugas sebagai berikut.

1. Sekretariat Perwakilan
Sekretariat perwakilan bertugas menyelenggarakan dan mengoordinasikan dukungan
administrasi, hukum, hubungan masyarakat dan perpustakaan, protokoler, serta sumber
daya untuk kelancaran tugas dan fungsi BPK Perwakilan Provinsi Kalimantan Selatan.
Sekretariat Perwakilan Provinsi Kalimantan Selatan terdiri atas subbagian hubungan
masyarakat dan tata usaha kepala perwakilan, subbagian sumber daya manusia, subbagian
keuangan, subbagian umum dan teknologi informasi, dan subbagian hukum.

2. Subauditorat Kalimantan Selatan |
Lingkup tugas Subauditorat Kalimantan Selatan | adalah Pemerintah Provinsi Kalimantan
Selatan, Kota Banjarmasin, Kabupaten Barito Kuala, Kota Banjarbaru, Kabupaten Banjar,
Kabupaten Tapin, dan Kabupaten Hulu Sungai Selatan, serta BUMD dan lembaga terkait
di lingkungan entitas tersebut.

3. Subauditorat Kalimantan Selatan 11
Lingkup tugas Subauditorat Kalimantan Selatan Il adalah Pemerintah Kabupaten Tanah
Laut, Kabupaten Tanah Bumbu, Kabupaten Kotabaru, Kabupaten Hulu Sungai Tengah,
Kabupaten Hulu Sungai Utara, dan Kabupaten Tabalong serta BUMD dan lembaga
terkait di lingkungan entitas tersebut.
Tugas-tugas yang dilaksanakan oleh Subauditorat Kalimantan | dan Il adalah sebagai
berikut.
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a. Perumusan dan pengevaluasian rencana aksi BPK Perwakilan Provinsi Kalimantan
Selatan dengan mengidentifikasi IKU.

b. Perumusan rencana kegiatan BPK Perwakilan Provinsi Kalimantan Selatan
berdasarkan rencana aksi serta tugas dan fungsi BPK Perwakilan Provinsi Kalimantan
Selatan.

c. Perumusan kebijakan pelaksanaan pemeriksaan pengelolaan dan tanggung jawab
keuangan daerah yang menjadi tugas BPK Perwakilan Provinsi Kalimantan Selatan

d. Penyusunan program, pelaksanaan, dan pengendalian kegiatan pemeriksaan
pengelolaan dan tanggung jawab keuangan daerah yang dilaksanakan oleh BPK
Perwakilan Provinsi Kalimantan Selatan, yang meliputi pemeriksaan keuangan,
pemeriksaan Kinerja, dan pemeriksaan dengan tujuan tertentu kecuali pemeriksaan
investigatif.

e. Penetapan tim pemeriksa untuk melaksanakan kegiatan pemeriksaan pada lingkup
tugas BPK Perwakilan Provinsi Kalimantan Selatan.

f. Melakukan pemerolehan keyakinan mutu hasil pemeriksaan.

Mengompilasi hasil pemantauan penyelesaian kerugian negara.
Menyusun bahan penjelasan kepada Pemerintah Daerah dan DPRD tentang hasil
pemeriksaan.

i. Mengevaluasi kegiatan pemeriksaan yang dilaksanakan oleh Pemeriksa BPK,
pemeriksa yang bekerja untuk dan atas nama BPK, dan akuntan publik berdasarkan
ketentuan peraturan perundang-undangan.

J- Mengompilasi dan mengevaluasi hasil pemeriksaan dalam rangka penyusunan
Sumbangan IHPS, baik yang pemeriksaannya dilaksanakan oleh Pemeriksa BPK
maupun oleh pemeriksa yang bekerja untuk dan atas nama BPK.

k. Melakukan pembahasan tindak lanjut hasil pemeriksaan dengan aparat pengawasan
internal pada entitas terperiksa.

I.  Memantau pelaksanaan tindak lanjut hasil pemeriksaan;

m. Penyiapan bahan permintaan pendapat dan konsultasi hukum terkait hasil
pemeriksaan pada lingkup tugas BPK Perwakilan Provinsi Kalimantan Selatan untuk
disampaikan kepada Ditama Binbangkum;

n. Melakukan pemutakhiran data pada aplikasi SMP dan DEP.

0. Menyiapkan bahan penyusunan Laporan Kinerja BPK Perwakilan Provinsi

Kalimantan Selatan.
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4. Kelompok Pejabat Fungsional
Kelompok Pejabat Fungsional bertugas melakukan kegiatan sesuai jabatan fungsional

masing-masing berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BPK Perwakilan Provinsi
Kalimantan Selatan

Sekretariat
Perwakilan
Subauditorat Subauditorat S blb - |
ubbagian
Kalsel | Kalsel Il Humas dan Subbagian
TU Kepala SDM
Perwakilan
| |
Subbagian Subbagian
Keuangan Umum dan
TI
Kelompok Pejabat Fungsional Subbagian
Hukum

Gambar 1.1 Struktur Organisasi
D. Sumber Daya Manusia dan Anggaran BPK Perwakilan Provinsi Kalimantan

Selatan

1. Sumber Daya Manusia
Sumber daya manusia BPK Perwakilan Provinsi Kalimantan Selatan per 31 Desember
2018 berjumlah 115 orang dengan rincian di tabel 1.1.

Kepala Perwakilan 1
Kepala Subauditorat 2
Kepala Sekretariat 1
Kepala Subbagian 5
Pemeriksa 58
Administrasi Umum 34
Pegawai Kontrak 14
Jumlah 115

Tabel 1.1 Komposisi SDM
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2. Anggaran
Pagu anggaran semula BPK Perwakilan Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2018 sebesar
Rp22.260.573.000,00 dan setelah revisi sebesar Rp22.022.160.000,00 dengan rincian
sebagai berikut.
a. Kegiatan pemeriksaan keuangan negara dan pemantauan penyelesaian kerugian
negara sebesar Rp9.590.350.000,00.
b. Kegiatan layanan sekretariat perwakilan sebesar Rp1.710.040.000,00.
c. Kegiatan layanan internal (overhead) sebesar Rp245.661.000,00.
d. Kegiatan layanan perkantoran sebesar Rp10.476.109.000,00.
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BAB II
PERENCANAAN STRATEGIS DAN
PERNYATAAN KOMITMEN PENCAPAIAN KINERJA
BPK PERWAKILAN PROVINSI KALIMANTAN SELATAN

A. Perencanaan Strategis

Perencanaan Strategis (Renstra) BPK 2016 — 2020 menetapkan visi, misi, dan tujuan strategis
BPK. BPK menetapkan dua sasaran strategis (SS) untuk mencapai tujuan strategis tersebut,
yang digambarkan dalam bentuk peta strategi BPK Wide sebagai berikut.

PEMENUHAN KEBUTUHAN DAN
HARAPAN PEMILIK KEPENTINGAN

PENGELOLAAN FUNGSI
STRATEGIS

f KEUANGAN -

PERTUMBUHAN DAN‘

PEMBELAJARAN ORGANI

Gambar 2.1 Peta Strategi BPK Wide
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Sasaran strategis BPK yang pertama adalah meningkatnya pemanfaatan hasil pemeriksaan
oleh para pemangku kepentingan. Pemanfaatan hasil pemeriksaan BPK digunakan untuk
mendorong pengelolaan keuangan negara dalam pencapaian tunjuan negara. Melalui sasaran
strategis ini, BPK ingin memastikan bahwa para pemangku kepentingan telah memanfaatkan
hasil pemeriksaan untuk memperbaiki tingkat efektifitas dan akuntabilitas pengelolaan
keuangan negara. Sasaran strategis yang kedua adalah meningkatkan kualitas sistem
pengendalian mutu. Peningkatan kualitas sistem pengendalian mutu bertujuan untuk
meningkatkan kualitas pemeriksaan sehingga hasilnya dapat dipercaya oleh pemangku

kepentingan.

Untuk mendukung sasaran strategis BPK tersebut, Auditorat Keuangan Negara (AKN) VI

memiliki peta strategi sebagai berikut.

PEMENUHAN KEBUTUHAN DAN
HARAPAN PEMILIK KEPENTINGAN

PENGELOLAAN
FUNGSI STRATEGIS

— -

PERTUMBUHAN DAN PEMBELAJARAN KEUANGAN
ORGANISASI

Gambar 2.2 Peta Strategi AKN VI
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Keterkaitan tugas dan fungsi BPK Perwakilan Provinsi Kalimantan Selatan dalam rangka
mendukung pencapaian sasaran strategis BPK dapat digambarkan dalam peta strategi BPK

Perwakilan Provinsi Kalimantan Selatan berikut ini.

PEMENUHAN KEBUTUHAN DAN
HARAPAN PEMILIK KEPENTINGAN

PENGELOLAAN
FUNGSI STRATEGIS

@
= = = =

= =

PERTUMBUHAN DAN PEMBELAJARAN KEUANGAN
ORGANISASI

z =

Gambar 2.3 Peta Strategi BPK RI Perwakilan Provinsi Kalimantan Selatan

e —
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BPK Perwakilan Kalimantan Selatan berperan mendukung pencapaian sasaran strategis BPK

secara langsung terutama yang berkaitan dengan:

1. SS.1 Meningkatnya Pemanfaatan Hasil Pemeriksaan oleh Para Pemangku
Kepentingan
BPK Perwakilan Kalimantan Selatan berperan mendukung pencapaian SS.1 melalui IKU
1.1 Persentase Penyelesaian Tindak Lanjut atas Rekomendasi Hasil Pemeriksaan,
bertujuan untuk mengukur tingkat penerimaan auditee atas rekomendasi BPK melalui

penyelesaian tindak lanjut atas rekomendasi hasil pemeriksaan BPK.

2. SS. 2 Peningkatan Kualitas Sistem Pengendalian Mutu

BPK Perwakilan Kalimantan Selatan berperan mendukung pencapaian SS.1 melalui:

a. IKU 2.1.1 Pemenuhan Quality Control (QC) Pemeriksaan dan Quality Assurance
(QA) Pemeriksaan, bertujuan untuk mengukur kesesuaian pelaksanaan pemeriksaan
BPK dengan SPKN, Kode Etik dan PMP.

b. IKU 2.1.2 Indeks Kepuasan Auditee atas Kinerja Pemeriksa BPK, bertujuan untuk
mengukur Kinerja pemeriksa melalui aspek perilaku dan kualitas yang dipraktikkan
dalam pelaksanaan kegiatan pemeriksaan.

c. IKU 3.2.1 Hasil Evaluasi Itama atas Akuntabilitas Kinerja Perwakilan, bertujuan

untuk mendorong peningkatan AKIP di seluruh satker.

|
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B. Pernyataan Komitmen Pencapaian Kinerja

Untuk mengukur pencapaian sasaran — sasaran strategis yang telah ditetapkan, BPK
Perwakilan Provinsi Kalimantan Selatan telah menyusun Indikator Kinerja Utama (IKU)
beserta target pencapaiannya. IKU beserta target pencapaiannya dituangkan dalam Perjanjian
Kinerja yang ditandatangani oleh Tortama KN VI selaku pejabat eselon | dan Kepala
Perwakilan Provinsi Kalimantan Selatan selaku pejabat eselon 1l pada tanggal 23 April 2018.
Berikut sasaran strategis, IKU, dan target pencapaian IKU BPK Perwakilan Provinsi
Kalimantan Selatan Tahun 2018.

1 | Meningkatnya 1.1 Persentase Penyelesaian Tindak 71%
Pemanfaatan Hasil Lanjut atas Rekomendasi Hasil
Pemeriksaan Pemeriksaan
1.2 Persentase Penyampaian LHP 100%

Yang Mengandung Unsur
Tindak Pidana ke IPH

1.3 | Tingkat Pemenuhan Permintaan 100%
Penghitungan Kerugian Negara
dan Pemberian Keterangan Ahli
1.4 | Jumlah Bahan Pendapat dan 1
Pertimbangan yang
Dimanfaatkan Ditama Revbang

1.1.1 | Tingkat Implementasi Strategi 90%
Pemeriksaan
1.1 | Meningkatkan Kualitas 1.1.2 | Rasio Jumlah LHP Kinerja 28%
Perencanaan Pemeriksaan Terhadap Seluruh LHP
1.1.3 | Tingkat Evaluasi LHP 80%
1.2 | Meningkatkan Kualitas 1.2.1 | Tingkat Kemutakhiran Data
Pemantauan TLRHP dan Tindak Lanjut Hasil 100%
Kerugian Negara Pemeriksaan

1.2.2 | Jumlah Laporan Pemantauan

Penyelesaian Kerugian Negara 28

1.2.3 | Ketepatan Waktu Penyampaian 100%
Laporan Pemantauan
Penyelesaian Kerugian Negara
ke Ditama Revbang

2.1 | Meningkatkan Kualitas 2.1.1 | Pemenuhan Quality Control dan

. . . - 100%
Hasil Pemeriksaan Quality Assurance Pemeriksaan
2.1.2 | Indeks Kepuasan Auditee atas 38
Kinerja Pemeriksa BPK ’
2.1.3 | Ketepatan Waktu Penyampaian 100%

LHP
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2.1.4 | Persentase Gugatan atas LHP 100%
yang Dimenangkan BPK
3.1 | Menciptakan Budaya 3.1.1 | Indeks Pemahaman Pegawai 5,0
Berintegritas, Independen Terhadap Visi Misi Dan Nilai
dan Profesional di Dasar BPK
Lingkungan BPK 3.1.2 | Indeks Implementasi Nilai 50
Perwakilan Dasar BPK
3.1.3 | Tingkat Kepatuhan Pegawai 100%
terhadap Kode Etik dan
Peraturan Disiplin
3.2 | Meningkatkan Kualitas 3.2.1 | Hasil Evaluasi Itama atas A
Organisasi di Lingkungan Akuntabilitas Kinerja
BPK Perwakilan Perwakilan
3.2.2 | Tingkat Pemanfaatan Teknologi 80%
dan Informasi
3.2.3 | Jumlah Best Practice yang 1
Disusun
3.2.4 | Tingkat Penerapan Best 100%
Practice
3.2.5 | Ketepatan Waktu Penyampaian 100%
Laporan Output dan Kinerja
3.2.6 | Tingkat Pemenuhan Sarana dan 91%
Prasarana
3.2.7 | Jumlah Media Relation yang 2
Dilaksanakan
3.3 | Meningkatkan 3.3.1 | Persentase Pemeriksa yang 100%
Kompetensi Pegawai di Memenuhi Standar Jam
Lingkungan BPK Pelatihan Pemeriksa
Perwakilan
3.3.2 | Persentase pegawai yang 100%
memenuhi jam pelatihan teknis/
manajerial (non pemeriksa)
3.4 | Meningkatkan Kinerja 3.4.1 | Tingkat Kinerja Implementasi 85%
Anggaran di Lingkungan Anggaran di Lingkungan
BPK Perwakilan Perwakilan

Tabel 2.1 Target Pencapaian IKU Tahun 2018
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BAB 111
AKUNTABILITAS KINERJA
(EVALUASI ATAS PENCAPAIAN KINERJA
BPK PERWAKILAN PROVINSI KALIMANTAN SELATAN)

A. Pencapaian Skor

Skor pencapaian kinerja BPK Perwakilan Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2018 sebesar
97,97. Skor pencapaian kinerja menurun jika dibandingkan dengan Tahun 2017 yang
mendapatkan skor kinerja 99,00. Pencapaian skor kinerja BPK Perwakilan Provinsi

Kalimantan Selatan Tahun 2018 disajikan pada tabel 3.1.

_ Kineja2018 |

Skor Kinerja Keseluruhan 97,97

1.1 Persentase Penyelesaian Tindak Lanjut atas 71% 69,86% 98,39
Rekomendasi Hasil Pemeriksaan

1.2 | Persentase Penyampaian LHP Yang Mengandung 100% 100% 100
Unsur Tindak Pidana ke IPH

1.3 | Tingkat Pemenuhan Permintaan Penghitungan 100% 101% 101
Kerugian Negara dan Pemberian Keterangan Ahli

1.4 | Jumlah Bahan Pendapat dan Pertimbangan yang 1 1 100
Dimanfaatkan Ditama Revbang

1.1.1 | Tingkat Implementasi Strategi Pemeriksaan 90% 100% 105

1.1.2 | Rasio Jumlah LHP Kinerja Terhadap Seluruh LHP 28% 28% 100

1.1.3 | Tingkat Evaluasi LHP 80% 100% 105

1.2.1 | Tingkat Kemutakhiran Data Tindak Lanjut Hasil 100% 100% 100
Pemeriksaan

1.2.2 | Jumlah Laporan Pemantauan Penyelesaian Kerugian 28 28 100
Negara

1.2.3 | Ketepatan Waktu Penyampaian Laporan 100% 100% 100

Pemantauan Penyelesaian Kerugian Negara ke
Ditama Revbang

2.1.1 | Pemenuhan Quality Control dan Quality Assurance 100% 100% 100
Pemeriksaan

2.1.2 | Indeks Kepuasan Auditee atas Kinerja Pemeriksa 3,80 4,59 105
BPK
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|

2.1.3 | Ketepatan Waktu Penyampaian LHP 100% 100% 100

2.1.4 | Persentase Gugatan atas LHP yang Dimenangkan 100% 100% 100
BPK

3.1.1 | Indeks Pemahaman Pegawai Terhadap Visi Misi 5,0 3,59 71,80
Dan Nilai Dasar BPK

3.1.2 | Indeks Implementasi Nilai Dasar BPK 5,0 4,54 90,80

3.1.3 | Tingkat Kepatuhan Pegawai terhadap Kode Etik dan 100% 100% 100
Peraturan Disiplin

3.2.1 | Hasil Evaluasi Itama atas Akuntabilitas Kinerja A BB 88,89
Perwakilan

3.2.2 | Tingkat Pemanfaatan Teknologi dan Informasi 80% 96,43% 105

3.2.3 | Jumlah Best Practice yang Disusun 1 1 100

3.2.4 | Tingkat Penerapan Best Practice 100% 100% 100

3.2.5 | Ketepatan Waktu Penyampaian Laporan Output dan 100% 100% 100
Kinerja

3.2.6 | Tingkat Pemenuhan Sarana dan Prasarana 91% 91,96% 101,05

3.2.7 | Jumlah Media Relation yang Dilaksanakan 2 6 105

3.3.1 | Persentase Pemeriksa yang Memenuhi Standar Jam 100% 100% 100
Pelatihan Pemeriksa

3.3.2 | Persentase pegawai yang memenuhi jam pelatihan 100% 100% 100
teknis/ manajerial (non pemeriksa)

3.4.1 | Tingkat Kinerja Implementasi Anggaran di 85% 77,38% 91,04
Lingkungan Perwakilan

Tabel 3.1 Pencapaian IKU Tahun 2018

|
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B. Rincian Skor per Indikator Kinerja Utama (IKU)

Berikut ini adalah pencapaian IKU BPK Perwakilan Provinsi Kalimantan Selatan dari tahun
2016 s.d. 2018.

99,00 -
98,80 -
98,60 -
98,40 -
98,20 -
98,00 -
97,80 -
97,60 -
97,40 -

Skor Kinerja

m 2016
m 2017
m 2018

Gambar 3.1 Grafik Pencapaian Skor Kinerja Tahun 2016 s.d. 2018

o

Skor Kinerja BPK Perwakilan Provinsi
Kalimantan Selatan
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yang Disusun

1.1.3 | Tingkat Evaluasi LHP 105 80% 100% = =
1.2 | Meningkatkan | 1.2.1 | Tingkat Kemutakhiran 100 100% 100% 100% 100%
Kualitas Data Tindak Lanjut
Pemantauan Hasil Pemeriksaan
TLRHP dan 1.2.2 | Jumlah Laporan 100 28 28 28 28
Kerugian Pemantauan
Negara Penyelesaian Kerugian
Negara
1.2.3 | Ketepatan Waktu 100 100% 100% 100% 100%
Penyampaian Laporan
Pemantauan
Penyelesaian Kerugian
Negara ke Ditama
Revbang
2.1 | Meningkatkan | 2.1.1 | Pemenuhan Quality 100 100% 100% 100% 100%
Kualitas Hasil Control dan Quality
Pemeriksaan Assurance Pemeriksaan
2.1.2 | Indeks Kepuasan 105 3,8 4,59 4,58 4,49
Auditee atas Kinerja
Pemeriksa BPK
2.1.3 | Ketepatan Waktu 100 100% 100% 100% 100%
Penyampaian LHP
2.1.4 | Persentase Gugatan atas 100 100% 100% 100% 100%
LHP yang
Dimenangkan BPK
3.1 | Menciptakan 3.1.1 | Indeks Pemahaman 71,80 5,0 3,59 - =
Budaya Pegawai Terhadap Visi
Berintegritas, Misi Dan Nilai Dasar
Independen BPK
dan 3.1.2 | Indeks Implementasi 90,80 5,0 4,54 = =
Profesional di Nilai Dasar BPK
Lingkungan 3.1.3 | Tingkat Kepatuhan 100 100% 100% 100% -
BPK Pegawai terhadap Kode
Perwakilan Etik dan Peraturan
Disiplin
3.2 | Meningkatkan | 3.2.1 | Hasil Evaluasi Itama 88,39 A BB A A
Kualitas atas Akuntabilitas
Organisasi di Kinerja Perwakilan
Lingkungan 3.2.2 | Tingkat Pemanfaatan 105 80% 96,43 65,96% 77,86%
BPK Teknologi dan
Perwakilan Informasi
3.2.3 | Jumlah Best Practice 100 1 1 - -
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3.2.4 | Tingkat Penerapan Best 100 100% 100% = =
Practice
3.2.5 | Ketepatan Waktu 100 100% 100% 100% 100%
Penyampaian Laporan
Output dan Kinerja
3.2.6 | Tingkat Pemenuhan 101,05 91% 91,96% 91,22% 92,15%
Sarana dan Prasarana
3.2.7 | Jumlah Media Relation 105 2 6 4 2
yang Dilaksanakan
3.3 Meningkatkan | 3.3.1 | Persentase Pemeriksa 100 100% 100% 85,71% 81,67%
Kompetensi yang Memenuhi Standar
Pegawai di Jam Pelatihan
Lingkungan Pemeriksa
BPK 3.3.2 | Persentase pegawai 100 100% 100% 75,56% 94,44%
Perwakilan yang memenuhi jam
pelatihan teknis/
manajerial (non
pemeriksa)
3.4 | Meningkatkan | 3.4.1 | Tingkat Kinerja 91,04 85% 77,38% 86,68% 94,24%
Kinerja Implementasi Anggaran
Anggaran di di Lingkungan
Lingkungan Perwakilan
Perwakilan

Tabel 3.2 Perbandingan IKU Tahun 2016 s.d. 2018
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C. Penjelasan Capaian Indikator Kinerja Utama

Penjelasan capaian Indikator Kinerja Utama sesuai dengan Sasaran Strategis (SS) adalah

sebagai berikut.

SS.1 Meningkatnya Pemanfaatan Hasil Pemeriksaan

Sasaran strategis ini terdiri atas empat indikator kinerja utama (IKU) yaitu:

1. IKU 1.1 Persentase Penyelesaian Tindak Lanjut atas Rekomendasi Hasil Pemeriksaan,
bertujuan untuk mengukur tingkat penerimaan auditee atas rekomendasi BPK melalui
penyelesaian tindak lanjut atas rekomendasi hasil pemeriksaan BPK dengan anggaran
Tahun 2018 semula sebesar Rp1.210.550.000,00 yang kemudian direvisi menjadi sebesar
Rp 975.967.781,00 dan sebesar Rp968.540.258,00.

Realisasi IKU 1.1 Tahun 2018 sebesar 69,86% tidak memenuhi target dari yang
ditetapkan yaitu sebesar 71%. Jika dibandingkan realisasi Tahun 2016 (60,29%) dan
Tahun 2017 (71,56%), realisasi Tahun 2018 menurun disebabkan tindak lanjut
rekomendasi-rekomendasi pada LHP yang diterbitkan dalam 2 tahun terakhir masih

banyak yang belum sesuai terutama pada LHP Kinerja pada Tahun 2017.

1 Laporan Hasil Pemeriksaan atas 22 14 8 0
Efektivitas Upaya Pemerintah Daerah
dalam Pemenuhan Kebutuhan Guru
dan Tenaga Kependidikan yang
Profesional Tahun Anggaran 2015,
2016, dan 2017 (Semester 1) pada
Pemerintah Provinsi Kalimantan
Selatan

2 Laporan Hasil Pemeriksaan Kinerja 40 16 24 0
atas Efektivitas Penyelenggaraan
Administrasi Kependudukan Pada
Pemerintah Kota Banjarmasin Tahun
Anggaran 2015 Sampai Dengan
Semester | 2017 Di Banjarmasin

3 Laporan Hasil Pemeriksaan Kinerja 36 21 15 0
atas Efektifitas Penyelenggaraan
Administasi Kependudukan Tahun
Anggaran 2015 Sampai Dengan
Semester | Tahun 2017 pada
Pemerintah Kabupaten Tanah Laut di
Pelaihari
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Laporan Hasil Pemeriksaan Kinerja
atas Efektivitas Pengelolaan Obat
Dalam Penyelenggaraan Jaminan
Kesehatan Nasional Tahun 2016 Dan
Semester | 2017 Pada Pemerintah
Kabupaten Tabalong dan Instansi
Terkait Lainnya Di Tanjung

Laporan Hasil Pemeriksaan Kinerja 31 5 25 1
atas Efektivitas Upaya Pemerintah
Daerah Dalam Pemenuhan Kebutuhan
Guru dan Tenaga Kependidikan yang
Profesional Tahun Anggaran 2015,
2016, dan 2017 (Semester 1) pada
Pemerintah Kabupaten Barito Kuala

Laporan Hasil Pemeriksaan Atas 36 18 18 0
Efektivitas Pengelolaan Obat Dalam
Penyelenggaraan Jaminan Kesehatan
Nasional Tahun 2016 dan Semester |
2017 Pada Pemerintah Kabupaten
Balangan dan Instansi Terkait
Lainnya

Jumlah 193 81 104 8

2.

Tabel 3.3 Penyelesaian TLRHP Kinerja Tahun 2017

IKU 1.2 Persentase Penyampaian LHP yang Mengandung Unsur Tindak Pidana ke IPH,
bertujuan untuk mengukur tingkat kualitas temuan berindikasi tindak pidana untuk dapat
segera ditindaklanjuti dengan anggaran Tahun 2018 semula Rp854.195.000,00 yang
kemudian direvisi menjadi sebesar Rp887.243.438,00 dan realisasi 2018 sebesar
Rp880.491.144,00.

Realisasi IKU 1.2 Tahun 2018 sebesar 100% telah memenuhi target dari yang ditetapkan
yaitu sebesar 100%. Dari 25 laporan hasil pemeriksaan yang diterbitkan Tahun 2018 tidak
ada temuan yang mengandung unsur tindak pidana yang disampaikan ke instansi penegak
hukum. Realisasi Tahun 2018 sama dengan capaian Tahun 2017 dan 2016.

IKU 1.3 Tingkat Pemenuhan Permintaan Penghitungan Kerugian Negara dan Pemberian
Keterangan Ahli, bertujuan untuk mengukur tingkat pemenuhan permintaan para
pemangku kepentingan terkait Penghitungan Kerugian Negara dan Pemberian Keterangan
Anhli dengan anggaran Tahun 2018 semula Rp978.755.000,00 yang kemudian direvisi
menjadi sebesar Rp1.008.497.514,00 dan realisasi 2018 sebesar Rp993.302.060,00.
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Realisasi IKU 1.3 Tahun 2018 sebesar 101% telah memenuhi target dari yang ditetapkan
yaitu sebesar 100%. Surat bantuan pemanggilan ahli dari Kejaksaan Negeri Indramayu
nomor B-/843/0.2.20/Ft.1/06/2018 tanggal 7 Juni 2018 telah diteruskan kepada Tortama
Investigasi melalui nota dinas Kepala Perwakilan Nomor 219/ND/XI1X.BJM/6/2018
tanggal 25 Juni 2018 dan ditindaklanjuti dengan penerbitan Surat Tugas oleh Anggota
BPK RI Nomor 251/ST/IX-XX1/06/2018 tanggal 21 Juni 2018 dengan menugaskan Sdr
Syafrezza Athariq untuk memberikan keterangan ahli dalam perkara Tindak Pidana
Korupsi Penyalahgunaan Kredit Pemilikan Rumah (KPR) pada Kantor Cabang Pembantu
(KCP) Bank Pembangunan Daerah Jawa Barat Banten. Jika dilihat dari realisasi tahun
2017 (100%) dan Tahun 2016 (101%), menunjukkan bahwa Perwakilan Kalimantan
Selatan selalu berperan aktif dalam upaya memenuhi permintaan penghitungan kerugian
negara dan pemberian keterangan ahli.

4. IKU 1.4 Jumlah Bahan Pendapat dan Pertimbangan yang Dimanfaatkan Ditama Revbang,
bertujuan untuk mengukur kontribusi perwakilan terkait pelaksanaan tugas/kewenangan
BPK memberikan pertimbangan dan pendapat kepada Pemerintah untuk memperbaiki tata
kelola keuangan negara dengan anggaran Tahun 2018 Rp19.196.000 dan sebesar
Rp18.802.206.

Realisasi IKU 1.4 Tahun 2018 telah sesuai dengan target yang ditetapkan yaitu satu
bahan pendapat. BPK Perwakilan Kalimantan Selatan telah menyampaikan usulan bahan
pendapat kepada Ditama Revbang melalui nota dinas nomor 479/ND/XIX.BIJM/11/2018
tanggal 30 November 2018 dengan judul “Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Dana
Desa”. Bahan pendapat telah diterima oleh Direktorat EPP dengan menyampaikan nota
dinas kepada Kepala Perwakilan Kalimantan Selatan nomor 700/ND/XI11.2/12/2018
tanggal 5 Desember 2018. Jika dibandingkan dengan realisasi Tahun 2017 (satu bahan
pendapat) dan Tahun 2016 (dua bahan pendapat), jumlah bahan pendapat yang diusulkan
Tahun 2018 tidak meningkat karena masih fokus dalam penyelesaian tugas-tugas

pemeriksaan.
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Gambar 3.2 Pembahasan Tindak lanjut Hasil Pemeriksaan

SS.1.1 Meningkatkan Kualitas Perencanaan Pemeriksaan

Sasaran strategis ini terdiri atas tiga indikator kinerja utama (IKU) yaitu:

1.

IKU 1.1.1 Tingkat Implementasi Strategi Pemeriksaan bertujuan untuk mengukur
realisasi pemeriksaan terhadap rencana pemeriksaan yang disusun berdasarkan tema dan
fokus pemeriksaan yang mengacu pada strategi pemeriksaan BPK dengan anggaran
Tahun 2018 semula Rp1.199.943.000,00 yang kemudian direvisi menjadi sebesar
Rp1.205.555.902,00 dan realisasi sebesar Rp1.179.829.795,00

Realisasi IKU 1.1.1 Tahun 2018 sebesar 90% telah memenubhi target dari yang ditetapkan
yaitu sebesar 90%. Perwakilan Kalimantan Selatan dalam merencanakan dan pelaksanaan
pemeriksaan terkait penetapan tema, fokus, dan tujuan pemeriksaan telah mengacu pada
Rencana Strategis BPK 2016-2020. Jika dilihat dari realiasi Tahun 2017 (90%) dan tahun
2016 (85%), menunjukkan bahwa Perwakilan Kalimantan Selatan dapat mempertahankan
konsistensi antara rencana pemeriksaan dengan pelaksanaan pemeriksaan.

IKU 1.1.2 Rasio Jumlah LHP Kinerja terhadap seluruh LHP, bertujuan untuk mendorong
bertambahnya pelaksanaan pemeriksaan kinerja dengan anggaran Tahun 2018 semula
Rp2.772.415.000,00 yang kemudian direvisi menjadi sebesar Rp3.834.914.315,00 dan
realisasi sebesar Rp3.671.907.937,00. BPK diarahkan pada pelaksanaan insight yang
dilakukan melalui pemeriksaan kinerja. Selain itu, dalam mengawal RPJMN, DPR
meminta agar BPK meningkatkan jumlah pemeriksaan kinerja. Jumlah pemeriksaan yang
akan dilakukan oleh BPK tertuang dalam Renja dan RKA.

Realisasi IKU 1.1.2 Tahun 2018 sebesar 28% telah memenubhi target dari yang ditetapkan
yaitu sebesar 28%. Target semula ditetapkan sebesar 25% menjadi 28% karena jumlah

objek pemeriksaan kinerja yang semula enam objek menjadi tujuh objek. Jika

BPK Perwakilan Provinsi Kalimantan Selatan 26



dibandingkan realisasi Tahun 2017 (26,09) dan Tahun 2016 (26,92), realisasi rasio jumlah

LHP Kinerja Tahun 2018 menunjukkan bahwa Perwakilan Kalimantan Selatan selalu

memprioritaskan pelaksanaan pemeriksaan kinerja. Pemeriksaan kinerja yang telah

selesai dilaksanakan pada semester Il tahun 2018 sebagai berikut

1) Kinerja atas Efektivitas Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Dana Desa dan
Alokasi Dana Desa TA 2015 S.D. Semester | 2018 pada Pemerintah Kabupaten
Banjar dan Instansi Terkait Lainnya

2) Kinerja atas Efektivitas Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Dana Desa dan
Alokasi Dana Desa TA 2015 S.D. Semester | 2018 pada Pemerintah Kabupaten
Balangan dan Instansi Terkait Lainnya

3) Kinerja atas Efektivitas Pengelolaan Sumber Daya Kesehatan dalam Penyelenggaran
Program JKN Tahun 2017 dan Semester | 2018 pada Pemerintah Kabupaten Hulu
Sungai Utara serta Instansi Terkait Lainnya

4) Kinerja atas Efektivitas Pengelolaan Sumber Daya Kesehatan dalam Penyelenggaran
Program JKN Tahun 2017 dan Semester | 2018 pada Pemerintah Provinsi Kalimantan
Selatan serta Instansi Terkait Lainnya

5) Kinerja atas Pengelolaan Pendanaan Pendidikan Bagi Peserta Didik Melalui Program
BOS, PIP dan BOSDA dalam Rangka Mewujudkan Terselenggaranya Wajib Belajar
12 Tahun pada Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan untuk Tahun Anggaran 2015
S.D. 2018 (Semester I) serta Instansi Terkait Lainnya

6) Kinerja atas Pengelolaan Pendanaan Pendidikan Bagi Peserta Didik Melalui Program
BOS, PIP dan Bomm dalam Rangka Mewujudkan Terselenggaranya Wajib Belajar 12
Tahun pada Pemerintah Kabupaten Tabalong untuk Tahun Anggaran 2015 S.D. 2018
(Semester ) serta Instansi Terkait Lainnya

7) Kinerja atas Efektivitas Sistem Pemungutan dan Pelaporan PKN dan BBNKB Tahun
2017 S.D Semester | Tahun 2018 pada Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan.

3. IKU 1.1.3 Tingkat Evaluasi LHP bertujuan untuk mendorong satker pemeriksaan agar
meningkatkan kualitas Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) dengan anggaran Tahun 2018
semula Rp1.104.953.000,00 yang kemudian direvisi menjadi sebesar Rp1.109.663.128,00
dan realisasi selama tahun 2018 sebesar Rp1.085.845.588,00.

Realisasi IKU 1.1.3 Tahun 2018 sebesar 100% telah memenuhi target dari yang
ditetapkan yaitu sebesar 80%. Perwakilan Kalimantan Selatan dalam menentukan

simpulan pada LHP telah sesuai dengan tujuan pemeriksaan yang telah ditetapkan pada
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Program Pemeriksaan (P2). IKU ini merupakan indikator kinerja yang baru diukur pada

tahun 2018 sehingga tidak dapat dibandingkan dengan realisasi tahun-tahun sebelumnya.

Gambar 3.3 Penyerahan LHP atas LKPD, Kinerja, dan Dengan Tujuan Tertentu (DTT)

SS. 1.2 Meningkatkan Kualitas Pemantauan TLRHP dan Kerugian Negara

Sasaran strategis ini terdiri atas tiga indikator kinerja utama (IKU) yaitu:

1.

IKU 1.2.1 Tingkat Kemutakhiran Data Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan, bertujuan untuk
mengukur pelaksanaan kegiatan pemutakhiran data tindak lanjut yang dilakukan oleh
pejabat terperiksa dengan anggaran Tahun 2018 semula Rp659.444.000,00 yang
kemudian direvisi menjadi sebesar Rp646.484.927,00 dan realisasi sebesar
Rp628.262.122,00.

Realisasi IKU 1.2.1 Tahun 2018 telah sesuai dengan target yang ditetapkan yaitu sebesar
100%. BPK Perwakilan Kalimantan Selatan melakukan pemutakhiran data tindak lanjut
hasil pemeriksaan dengan mengundang 14 entitas yang dihadiri oleh inspektorat, SKPD
terkait. Pemutakhiran data tindak lanjut hasil pemeriksaan Semester | Tahun 2018
dilaksanakan pada tanggal 4-6 Juni 2018 dan Semester Il Tahun 2018 pada tanggal 11-13

Desember 2018. Hasil pemutakhiran data tindak lanjut hasil pemeriksaan telah di-input ke
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aplikasi Sistem Manajemen Pemeriksaan (SMP) dan Sistem Informasi Pemantauan
Tindak Lanjut (SIPTL). Realisasi tahun 2016 s.d. 2018 yang selalu 100%, menunjukkan
bahwa Perwakilan Kalimantan Selatan telah mengagendakan pertemuan rutin dengan
auditee untuk membahas perkembangan penyelesaian tindak lanjut rekomendasi hasil
pemeriksaan dengan didukung sistem informasi seperti SMP dan SIPTL.

2. IKU 1.2.2 Jumlah Laporan Pemantauan Penyelesaian Kerugian Negara, bertujuan untuk

mengukur kinerja perwakilan dalam melakukan pemantauan penyelesaian ganti kerugian
negara/daerah  sehingga efektivitas penyelesaian penyelesaian ganti kerugian
negara/daerah baik dari sisi jangka waktu penyelesaian maupun besaran ganti rugi dapat
tercapai dengan anggaran Tahun 2018 semula Rp799.0780,00 yang kemudian direvisi
menjadi sebesar Rp507.762.299,00 dan realisasi sebesar Rp491.610.259,00.
Realisasi IKU 1.2.2 Tahun 2018 telah sesuai dengan target yang ditetapkan yaitu
sebanyak 28 laporan. Pemantauan kerugian daerah telah dilaksanakan tiap semester
dengan menugaskan tim pemantauan untuk memutakhirkan data kerugian daerah yang
bersifat Tuntutan Perbendaharaan ataupun Tuntutan Ganti Rugi yang bersumberkan dari
LHP BPK dan LAPIP Inspektorat. Realisasi tahun 2016 s.d. 2018 Perwakilan Kalimantan
Selatan selalu dapat memenuhi target output ini yaitu sebanyak 28 laporan.

3. IKU 1.2.3 Ketepatan Waktu Penyampaian Laporan Pemantauan Penyelesaian Kerugian
Negara ke Ditama Revbang, bertujuan untuk mengukur Kkinerja penyampaian laporan
pemantauan penyelesaian ganti kerugian negara, khususnya melalui SIKAD, agar tepat
waktu dengan anggaran Tahun 2018 semula Rp532.720.000,00 yang kemudian direvisi
menjadi Rp338.508.199,00 dan realisasi sebesar Rp327.740.173,00
Realisasi IKU 1.2.3 Tahun 2018 telah sesuai dengan target yaitu sebesar 100%. Laporan
Hasil Pemantauan Penyelesaian Kerugian Daerah telah disampaikan kepada Ditama
Revbang tepat waktu melalui nota dinas Nomor 25/ND/XI1X.BJM/1/2019 tanggal 11
Januari 2018 dan telah diunggah ke Portal Satker EPP. Sama halnya dengan TLRHP,
berdasarkan realisasi Tahun 2016 s.d. 2018, Perwakilan Kalimantan Selatan selalu tepat
waktu menyampaikan laporan tersebut bersamaan dengan pelaksanaan konsinyering
IHPS karena laporan pemantauan kerugian daerah merupakan salah satu bahan

penyusunan IHPS BPK.
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SS.2.1 Meningkatkan Kualitas Hasil Pemeriksaan

Sasaran strategis ini terdiri atas empat indikator kinerja utama (IKU) yaitu:

1. IKU 2.1.1 Pemenuhan Quality Control (QC) dan Quality Assurance Pemeriksaan,

bertujuan untuk mengukur sejauh mana pemeriksaan BPK telah dilaksanakan sesuai
dengan SPKN, Kode Etik dan PMP melalui pemenuhan Quality Control (QC)
Pemeriksaan yang dilaksanakan oleh Pejabat Fungsional Pemeriksaan (PFP) dan Quality
Assurance (QA) dalam pemeriksaan yang dilaksanakan oleh Pejabat Struktural
Pemeriksaan (PSP) dengan anggaran Tahun 2018 semula sebesar Rp2.318.746.000,00
yang kemudian direvisi menjadi sebesar Rp2.035.177.772,00 dan realisasi sebesar
Rp1.993.597.309,00.
Realisasi IKU 2.1. Tahun 2018 telah sesuai dengan target yang ditetapkan yaitu 100%.
IKU 2.1 tercapai karena dalam setiap tahap pemeriksaan, quality control telah
dilaksanakan secara berjenjang dalam bentuk lembar reviu dari setiap ketua tim,
pengendali teknis dan penanggungjawab/wakil penanggungjawab pemeriksaan serta
quality assurance telah dilaksanakan oleh Kepala Perwakilan dan Kepala Subauditorat
dalam setiap tahapan pemeriksaan. Realisasi tahun 2016 s.d 2018 sebesar 100%,
menunjukkan bahwa Perwakilan Kalimantan Selatan selalu berupaya menjaga kualitas
dari setiap laporan yang dikeluarkan.

2. IKU 2.1.2 Indeks Kepuasan Auditee atas Kinerja Pemeriksa BPK, bertujuan untuk

mengukur kinerja pemeriksa melalui aspek perilaku dan kualitas yang dipraktikkan dalam
pelaksanaan  kegiatan pemeriksaan dengan anggaran Tahun 2018 semula
Rp1.127.756.000,00 yang kemudian direvisi menjadi sebesar Rp969.001.445,00 dan
realisasi sebesar Rp791.143.039,00.
Realisasi IKU 2.1.2 Tahun 2018 sebesar 4,59 telah memenuhi target dari yang ditetapkan
yaitu sebesar 3,80. Realisasi Tahun 2016 s.d 2018 mengalami peningkatan, menunjukkan
bahwa tim pemeriksa dalam menjalankan tugas pemeriksaan selalu menjaga integritas,
independensi, dan profesionalisme sehingga Kepala Daerah sebagai auditee menilai
kinerja pemeriksa Perwakilan Kalimantan Selatan sangat memuaskan.

3. IKU 2.1.3 Ketepatan Waktu Penyampaian LHP, bertujuan untuk mengukur efektivitas
pelaksanaan pemeriksaan melalui pengukuran terhadap ketepatan waktu penyampaian
LHP kepada entitas/stakeholder dengan anggaran Tahun 2018 semula Rp921.040.000,00
yang kemudian direvisi menjadi sebesar Rp817.244.291,00 dan realisasi sebesar
Rp791.143.039,00.
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Realisasi IKU 2.1.3 Tahun 2018 telah sesuai dengan target yang ditetapkan yaitu sebesar
100%. BPK Perwakilan Kalimantan Selatan di setiap tahun selalu berupaya dapat
menyampaikan seluruh LHP yang diterbitkan dengan tepat waktu. Hal itu dapat dilihat
dari realisasi IKU 2.1.3 yang selalu memenuhi target dari Tahun 2016 s.d. 2018. LHP
dapat disampaikan tepat waktu karena tim pemeriksa mempunyai penjadwalan pekerjaan
yang baik dari tahap pelaksanaan pemeriksaan sampai dengan penyusunan laporan sesuai
dengan program pemeriksaan (P2). Selain itu, Kepala Subauditorat bekerjasama dengan
Kepala Sekretariat Perwakilan terutama dengan Subbagian Humas & TU Kalan menjalin
komunikasi yang intensif kepada Pemerintah Daerah dan DPRD untuk mendukung
terlaksananya acara penyerahan LHP dengan tepat waktu sesuai dengan agenda yang
direncanakan.

IKU 2.1.4 Persentase LHP yang Digugat dan BPK Dinyatakan Menang, bertujuan
mengukur kualitas pelaksanaan dan pelaporan hasil pemeriksaan sesuai dengan SPKN,
yang mensyaratkan bahwa tidak ada LHP yang digugat dan dinyatakan kalah di
pengadilan dengan anggaran Tahun 2018 semula Rp775.274.000,00 yang kemudian
direvisi menjadi Rp753.676.906,00 dan realisasi sebesar Rp730.017.565,00.

Realisasi IKU 2.1.4 Tahun 2018 telah sesuai dengan target yang ditetapkan yaitu sebesar
100%. LHP yang dihasilkan oleh BPK Perwakilan Kalimantan Selatan tidak ada yang
digugat oleh pihak manapun baik oleh masyarakat perorangan ataupun lembaga swadaya
masyarakat (LSM) selama Tahun 2018. Realisasi Tahun 2016 s.d. 2018 selalu 100%.
Perwakilan Kalimantan Selatan dalam penyusunan LHP terutama LHP atas Laporan
Keuangan Pemerintah Daerah melibatkan Kepala Subbagian Hukum untuk menganalisa
atau memberikan pertimbangan terhadap temuan-temuan yang bersinggungan dengan

pelanggaran hukum atau peraturan-peraturan terkait.

SS.3.1 Menciptakan Budaya Berintegritas, Independen dan Profesional di Lingkungan

BPK Perwakilan Kalimantan Selatan

Sasaran strategis ini terdiri atas tiga indikator kinerja utama (IKU) yaitu:

1.

IKU 3.1.1 Indeks Pemahaman Pegawai Terhadap Visi Misi Dan Nilai Dasar BPK,
bertujuan untuk mengukur sejauh apa pegawai memahami visi misi dan nilai dasar BPK,
dengan anggaran Tahun 2018 semula Rp928.508.000,00 yang kemudian direvisi menjadi
Rp908.709.988,00 dan realisasi sebesar Rp880.546.805,00.

Realisasi IKU 3.1.1 Tahun 2018 sebesar 3,59 tidak memenuhi target yang ditetapkan

yaitu sebesar 5,0. Penilaian IKU ini dilaksanakan dengan survei oleh pihak ketiga dengan
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responden acak. Survei dikirimkan kepada hampir seluruh pegawai melalui email resmi
masing-masing pegawai. Hal yang menyebabkan IKU ini tidak memenuhi target adalah
pegawai kurang cermat dalam menjawab setiap pertanyaan yang ada pada survei tersebut,
selain itu beberapa pegawai juga tidak mengetahui jika dijadikan sebagai target dari
penilaian IKU ini. IKU 3.1.1 ini baru dilaksanakan pada Tahun 2018, sehingga tidak
dapat dibandingkan atau diukur dengan tahun-tahun sebelumnya.

2. IKU 3.1.2 Indeks Implementasi Nilai Dasar BPK, bertujuan untuk mengetahui sejauh apa

penerapan nilai dasar BPK dalam aktivitas pekerjaan di lingkungan perwakilan dengan
anggaran Tahun 2018 semula Rp845.749.000,00 yang kemudian direvisi menjadi
Rp827.750.288,00 dan realisasi sebesar Rp802.098.338,00.
Realisasi IKU 3.1.2 sebesar 4,54 tidak memenuhi target dari target yang ditetapkan yaitu
sebesar 5,0. Sama seperti IKU 3.1.1, penilaian IKU ini juga dilaksanakan dengan survei
oleh pihak ketiga yang dikirimkan melalui email resmi masing-masing pegawai. IKU ini
tidak memenuhi target karena masih ada beberapa pegawai yang tidak mengisi survey
tersebut. IKU 3.1.2 ini baru dilaksanakan pada Tahun 2018, sehingga tidak dapat
dibandingkan atau diukur dengan tahun-tahun sebelumnya.

3. IKU 3.1.3 Tingkat Kepatuhan Pegawai terhadap Kode Etik dan Peraturan Disiplin
bertujuan untuk mengetahui tingkat kepatuhan pegawai BPK terhadap kode etik dan
peraturan terkait kedisiplinan pegawai dengan anggaran Tahun 2018 semula
Rp419.030.000,00 yang kemudian direvisi menjadi sebesar Rp410.390.508,00 dan
realisasi sebesar Rp397.689.044,00.

Realisasi IKU 3.1.3 Tahun 2018 telah sesuai dengan target yang ditetapkan yaitu sebesar
100%. Selama kurun waktu Tahun 2018, tidak ada satupun pegawai BPK Perwakilan
Kalimantan Selatan yang melakukan pelanggaran baik terhadap kode etik ataupun
bermasalah dengan kedisiplinan. Realisasi IKU 3.1.3 tahun 2017 telah memenuhi target
100%, menunjukkan bahwa pegawai Perwakilan Kalimantan Selatan mempunyai
keinginan yang kuat untuk menjaga nama baik organisasi baik di hadapan auditee

ataupun di lingkungan masyarakat luas.
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SS.3.2 Meningkatkan Kualitas Organisasi di Lingkungan BPK Perwakilan Kalimantan

Selatan

Sasaran strategis ini terdiri atas tujuh indikator kinerja utama (IKU) yaitu:

1.

IKU 3.2.1 Hasil Evaluasi Itama atas Akuntabilitas Kinerja Perwakilan, bertujuan untuk
mendorong peningkatan AKIP di seluruh satker dengan anggaran Tahun 2018semula
Rp680.230.000,00 yang kemudian direvisi menjadi Rp665.830.889,00 dan realisasi
sebesar Rp645.201.404,00

Realisasi IKU 3.2.1 Tahun 2017 adalah BB (sangat baik) dan tidak memenuhitarget yang
ditetapkan yaitu nilai A (memuaskan). Penilaian ini disampaikan melalui Nota Dinas
Inspektur Utama Nomor 279/ND/X1/08/2018 tanggal 31 Agustus 2018 mengenai hasil
Evaluasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Intansi Pemerintah BPK Perwakilan Kalimantan
Selatan. Perwakilan Kalimantan Selatan tidak mendapatkan nilai A salah satunya
dikarenakan pengukuran indikator kinerja utama pada tahun 2017 tidak menyebutkan
besaran anggaran yang harus dikeluarkan dalam rangka memenuhi target IKU tersebut.
Berdasarkan realisasi Tahun 2016 s.d 2018, realisasi IKU 3.2.1 menurun, Tahun 2016 dan
2017 Perwakilan Kalimantan Selatan selalu mendapatkan nilai A (sangat memuaskan).
Penilaian ini akan menjadi bahan evaluasi agar ke depannya IKU ini akan kembali
memenuhi target.

IKU 3.2.2 Tingkat Pemanfaatan Teknologi dan Informasi, bertujuan untuk mendorong
satker agar memanfaatkan layanan TIK dalam pelaksanaan tugas dan fungsi masing-
masing, sehingga diharapkan dapat meningkatkan efektifitas dan efisiensi dalam
pelaksanaan tugas dan fungsi dengan anggaran Tahun 2018 semula Rp682.720.000,00
yang kemudian direvisi menjadi Rp670.119.160,00 dan realisasi sebesar
Rp645.201.404,00.

Realisasi IKU 3.2.2 tahun 2018 sebesar 96,43% telah memenuhi target dari yang
ditetapkan yaitu sebesar 80%. Realisasi Tahun 2018 meningkat dibandingkan dengan
Tahun 2017 (65,96%) dan Tahun 2016 (77,86%). Perwakilan Kalimantan Selatan dapat
meningkatkan pemanfaatan teknologi dan informasi terutama penggunaan email, SISDM,
dan SMP. Terkait dengan pendistribusian surat masuk, telah menggunakan aplikasi
persuratan yang terintegrasi dengan email resmi masing-masing pegawai sehingga
penggunaan email resmi dapat teroptimalkan. Masing-masing pegawai juga telah
memanfaatkan SISDM yang terbaru sebagai database kepegawaian, pengajuan cuti, dan
monitoring presensi yang dapat diakses dimanapun. Khusus untuk bidang pemeriksaan,

penggunaan SMP (Sistem Manajemen Pemeriksaan) menjadi suatu hal yang sangat
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penting karena pada aplikasi ini proses perencanaan, pelaksanaan, pelaporan pemeriksaan
dapat terlihat dengan jelas. Pada menu pelaporan pemeriksaan, pemeriksa dapat
menginput seluruh bagian LHP dari judul temuan sampai dengan nilai rekomendasi,
proses ini lah yang menghubungkan antara SMP dengan SIPTL (Sistem Informasi
Pemantauan Tindak Lanjut. Perwakilan Kalimantan Selatan telah sepenuhnya
menggunakan SIPTL dalam memantau perkembangan tindak lanjut dari auditee sampai
dengan usulan status 1 dan 4 oleh Kepala Perwakilan.

3. IKU 3.2.3 Jumlah Best Practice yang Disusun, bertujuan mengukur tingkat penyusunan

jumlah best practices yang telah teruji dalam pelaksanaan tugas pekerjaan pada satker-
satker BPK dengan anggaran Tahun 2018 semula Rp518.341.000,00 yang kemudian
direvisi menjadi Rp507.542.148,00 dan realisasi sebesar Rp491.327.205,00.
IKU 3.2.3 Tahun 2018 telah memenuhi target yang ditetapkan yaitu 1 (satu) best practice.
Berdasarkan nota dinas Kepala Perwakilan Nomor 378/ND/X1X.BJM/9/2018 tanggal 20
September 2018 tentang Usulan Best Practice dan Nomor 43/ND/XIX.BJM/1/2019
tanggal 21 Januari 2019 tentang Perbaikan Usulan Best Practice , telah disusun Best
Practice untuk mendapatkan penilaian oleh Direktorat PSMK dengan judul “Sistem
Perbendaharaan On Time Subbagian Keuangan BPK Perwakilan Provinsi Kalimantan
Selatan”. IKU ini dapat tercapai atas kerjasama Kepala Sekretariat Perwakilan dengan
Subbagian Keuangan untuk mencoba melakukan satu terobosan untuk mempersingkat
waktu penyelesaian tagihan sehingga pelaksana kegiatan terutama tim pemeriksa dapat
lebih fokus melaksanakan tugas pemeriksaan. IKU 3.2.3 ini baru diwajibkan dan
direalisasikan pada Tahun 2018. IKU ini pada tahun-tahun sebelumnya tidak bersifat
wajib dan hanya akan menjadi nilai tambah bagi perwakilan yang menyusun best
practice.

4. 1KU 3.2.4 Tingkat Penerapan Best Practice, bertujuan mengukur tingkat penyebaran best
practices pada satker-satker BPK yang dapat mendorong peningkatan optimalisasi
pelaksanaan tugas pekerjaan dengan anggaran Tahun 2018 semula Rp468.686.000,00
yang kemudian direvisi menjadi Rp458.966.328,00 dan realisasi sebesar
Rp444.758.125,00.

IKU 3.2.4 Tahun 2018 realisasinya telah memenuhi target yang ditetapkan yaitu sebesar
100%. Melalui nota dinas Kepala Perwakilan nomor 409/ND/XI1X.BJM/10/2018 tanggal
11 Oktober 2018 telah disampaikan replikasi best practice kepada Kaditama Revbang.
Perwakilan Kalimantan Selatan telah mereplikasi Best Practice “Pemanfaatan Portal EPP

dalam Penyusunan IHPS dan Penyimpan Arsip [HPS”. IKU 3.2.4 ini baru diwajibkan dan
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direalisasikan pada tahun 2018. IKU ini pada tahun-tahun sebelumnya tidak bersifat wajib
dan hanya akan menjadi nilai tambah bagi perwakilan yang menerapkan best practice
yang telah disetujui.

5. IKU 3.2.5 Ketepatan Waktu Penyampaian Laporan Output dan Kinerja, bertujuan
bertujuan untuk mendorong unit kerja/satuan kerja untuk menyusun dan menyampaikan
laporan kinerja tahunan, laporan kinerja triwulanan dan laporan output secara tepat waktu
dengan anggaran Tahun 2018 semula Rp323.777.000,00 yang kemudian direvisi menjadi
Rp316.577.483,00 dan realisasi sebesar Rp306.748.399,00
Realisasi IKU 3.2.5 Tahun 2018 telah sesuai dengan target yang ditetapkan yaitu sebesar
100%. Laporan Kinerja BPK Perwakilan Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2018
disampaikan kepada Tortama KN VI dan ditembuskan kepada Direktorat PSMK sebelum
batas waktu penyampaian terakhir yaitu tanggal 31 Januari 2018 dengan nota dinas
Kepala Perwakilan Nomor 41/ND/XI1X.BJM/1/2018 tanggal 30 Januari 2018. Laporan
kegiatan bulanan dan laporan kinerja triwulanan juga selalu disampaikan tepat waktu
masing-masing sebelum tanggal 10 bulan berikutnya dan satu bulan setelah triwulan
berakhir. IKU 3.2.5 dapat tercapai karena adanya tanggungjawab yang tinggi dari
sekretariat perwakilan dalam menyelesaikan atau menyusun laporan-laporan yang
dimaksud. Berdasarkan realisasi dari Tahun 2016 s.d 2018, IKU ini selalu memenuhi
target yaitu 100%.

6. IKU 3.2.6 Tingkat Pemenuhan Sarana dan Prasarana, bertujuan agar sarana dan prasarana

kerja yang digunakan untuk menunjang pelaksanaan tupoksi telah sesuai dengan standar
yang ditetapkan sehingga dapat mendukung efisiensi dan efektivitas pelaksanaan tugas
seluruh pegawai dengan anggaran Tahun 2018 semula Rp526.882.000,00 yang kemudian
direvisi menjadi Rp589.322.397,00 dan realisasi sebesar Rp576.012.390,00.
Realisasi IKU 3.2.6 Tahun 2018 sebesar 91,96% memenuhi target dari yang ditetapkan
yaitu sebesar 91%. Pemenuhan prasarana pada Tahun 2018 tidak ada perkembangan
yang signifikan karena keterbatasan lahan perkantoran dan luas bangunan yang sudah
permanen. Berdasarkan realisasi dari Tahun 2016 s.d 2018, IKU 3.2.6 tidak memenubhi
target hanya di Tahun 2016.

7. IKU 3.2.7 Jumlah Media Relation yang Dilaksanakan, bertujuan untuk memberikan
pemahaman yang menyeluruh mengenai hasil pemeriksaan BPK RI, memperoleh
dukungan dari media massa dalam menyebarluaskan hasil pemeriksaan BPK RI secara
jelas dan akurat kepada masyarakat, dan meningkatkan hubungan yang harmonis dan

saling mendukung dengan media massa dengan anggaran Tahun 2018 semula
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Rp305.197.000,00 yang kemudian direvisi menjadi Rp298.716.233,00 dan realisasi
sebesar Rp289.459.948,00

Realisasi IKU 3.2.7 Tahun 2018 sebanyak enam kegiatan telah memenuhi target dari
yang ditetapkan yaitu dua kegiatan. IKU 3.2.7 terpenuhi karena Perwakilan Kalimantan
Selatan telah menyampaikan siaran pers pada acara serah terima jabatan Kepala
Perwakilan, Penyerahan LKPD dari Kepala Daerah, Penyerahan LHP
Pertanggungjawaban Penerimaan dan Pengeluaran Dana Bantuan Keuangan Partai Politik
dari APBD TA 2017 dan Penyerahan LHP Kepatuhan dan Kinerja kepada Kepala Daerah
dan DPRD. Perwakilan Kalimantan Selatan juga telah mengadakan media workshop pada
tanggal 6 Juni 2018 dengan mengundang pimpinan redaksi dan wartawan dari berbagali
media cetak maupun elektronik dalam rangka mengenalkan secara lebih dekat BPK
sebagai suatu lembaga negara serta tugas dan fungsinya kepada masyarakat. Selain itu
pada tanggal 18 Juli 2018 juga telah diadakan kegiatan Sosialisasi ke-BPK-an kepada
Mahasiswa Universitas Lambung Mangkurat dan Universitas Achmad Yani melalui
visitasi. Berdasarkan realisasi dari Tahun 2016 s.d 2018, IKU 3.2.7 meningkat dengan
signifikan, menunjukkan bahwa Perwakilan Kalimantan Selatan menaruh perhatian yang

tinggi dengan selalu menjalin komunikasi dengan media massa dan masyarakat luas.

Gambar 3.4 Acara Media Workshop dan Sosialisasi Ke-BPK-an
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SS.3.3 Meningkatkan Kompetensi Pegawai di Lingkungan Perwakilan Provinsi

Kalimantan Selatan

Sasaran strategis ini terdiri atas dua indikator kinerja utama (IKU) yaitu:

1. IKU 3.3.1 Persentase Pemeriksa yang Memenuhi Standar Jam Pelatihan Pemeriksa,
bertujuan untuk mengukur tingkat kepatuhan unit/satuan kerja dalam melaksanakan
standar pemeriksaan terkait dengan pemenuhan persyaratan kompetensi dalam bentuk
pendidikan berkelanjutan bagi pemeriksa yang melaksanakan tugas pemeriksaan dengan
anggaran Tahun 2018 semula Rp762.989.000,00 yang kemudian direvisi menjadi
Rp746.790.589,00 dan realisasi sebesar Rp723.649.871,00
Realisasi IKU 3.3.1 Tahun 2018 memenuhi target dari yang ditetapkan yaitu sebesar
100%. IKU 3.3.1 dapat terpenuhi karena Perwakilan Kalimantan Selatan berkesempatan
beberapa kali mengadakan diklat secara mandiri yang difasilitasi oleh Pusdiklat. Hal
tersebut sangat berpengaruh terhadap peningkatan jam pelatihan/pendidikan pemeriksa
yang tidak mempunyai kesempatan untuk mengikuti diklat di Pusdiklat/Balai Diklat.
Realisasi tahun 2016 s.d 2018 mengalami peningkatan yang signifikan, menunjukkan
bahwa Perwakilan Kalimantan Selatan berkomitmen selalu meningkatkan kompetensi
pemeriksa dengan selalu memonitoring pemeriksa yang jam pelatihannya masih dibawah
40 JP.

2. IKU 3.3.2 Persentase Pegawai yang Memenuhi Jam Pelatihan Teknis/Manajerial (non
pemeriksa), bertujuan untuk mengukur tingkat kepatuhan unit/satuan Kkerja
pengembangan kompetensi pegawainya melalui pendidikan dan pelatihan dengan
anggaran Tahun 2018 semula Rp330.611.000,00 yang kemudian direvisi menjadi
Rp188.419.227,00 dan realisasi selama tahun 2018 sebesar Rp182.504.391,00
Realisasi IKU 3.3.2 Tahun 2018 telah memenubhi target dari yang ditetapkan yaitu sebesar
100%. IKU 3.3.2 dapat terpenuhi karena setiap pegawai telah mengikuti diklat dengan
jam pelatihan/pendidikan paling sedikit 20 JP dan juga ditambah dari pelaksanaan diklat
di perwakilan pada Desember 2018 mengenai pemanfaatan SISDM 2.0 yang difasilitasi
oleh Biro SDM. Realisasi IKU 3.3.2 telah menunjukkan peningkatan pada Tahun 2018
walaupun sempat menurun pada Tahun 2017 (75,56%) jika dibandingkan dengan Tahun
2016 (94,44%).
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Gambar 3.5 Pelaksanaan Diklat LKPD Berbasis Akrual

SS.3.4 Meningkatkan Kinerja Anggaran di Lingkungan Perwakilan Kalimantan
Selatan

Tingkat Kinerja Implementasi Anggaran di Lingkungan Perwakilan yang bertujuan untuk
mengoptimalkan pemanfaatan anggaran sesuai dengan prinsip penganggaran berbasis kinerja
dalam rangka pelaksanaan tugas dan fungsi BPK untuk memeriksa pengelolaan dan tanggung
jawab keuangan termasuk Kkegiatan-kegiatan penunjang dan pendukung pelaksanaan
pemeriksaan dengan anggaran Tahun 2018semula Rp193.788.000,00 yang kemudian direvisi
menjadi Rp188.419.227,00 dan realisasi sebesar Rp182.504.391,00

Realisasi IKU 3.4.1 Tahun 2018 sebesar 77,38% tidak memenuhi target dari yang ditetapkan
yaitu sebesar 85%. IKU ini terdiri dari empat sub-1KU yaitu:

1) penyerapan anggaran dengan persentase 97,11%;

2) konsistensi dengan persentase 45,46%;

3) pencapaian keluaran dengan persentase 99,66%;

4) efisiensi dengan persentase 57,10%.

Penilaian tersebut dilakukan oleh Biro Keuangan yang penjelasan lengkapnya masih belum
diinformasikan atau dijelaskan kepada Perwakilan Kalimatan Selatan. Realisasi IKU 3.4.1
pada Tahun 2018 menurun, Perwakilan Kalimantan pada Tahun 2016 dan Tahun 2017 selalu

memenuhi target.
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D. Anggaran

Perkembangan anggaran dan realisasi BPK Perwakilan Provinsi Kalimantan Selatan Tahun

2016 sampai dengan Tahun 2018 adalah sebagai berikut sebagai berikut.

Keterangan Tahun 2016 (Rp) | Tahun 2017 (Rp) | Tahun 2018 (Rp)
Anggaran 22.136.353.000,00 | 21.490.034.000,00 | 22.022.160.000,00
Realisasi 21.538.671.469,00 | 20.419.830.306,80 | 21.410.970.005,00
Persentase 97,30% 95,02% 97,22%

Tabel 3.4 Perkembangan Anggaran dan Realisasi Anggaran Tahun 2016 s.d. 2018

Rp22.500.000.000,00

Rp22.000.000.000,00 -
Rp21.500.000.000,00 -

Rp21.000.000.000,00 - B Anggaran

u Realisasi
Rp20.500.000.000,00 - ealisas|

Rp20.000.000.000,00 -

Rp19.500.000.000,00 -
2016 2017 2018

Gambar 3.5 Grafik Perkembangan Anggaran dan Realisasi Anggaran Tahun 2016 s.d. 2018
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BAB IV
PENUTUP

A. Pencapaian Skor Kinerja BPK Perwakilan Kalimantan Selatan Secara Umum

Laporan Kinerja BPK Perwakilan Provinsi Kalimantan Selatan merupakan sumbangan untuk
penyusunan Laporan Kinerja AKN VI BPK sebagai perwujudan akuntabilitas pencapaian
kinerja baik keberhasilan ataupun kegagalan dalam mencapai visi, misi, tujuan, dan sasaran
strategis organisasi dalam rangka terselenggaranya good governance yang baik dan bebas
dari korupsi, kolusi, dan nepotisme.

Pencapaian skor kinerja BPK Perwakilan Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2018 sebesar

97,97. Perolehan skor kinerja tersebut merupakan formulasi dari Sasaran Strategis sebagali
berikut.

SS1 Meningkatnya Pemanfaatan Hasil Pemeriksaan 99,85
SS 1.1 | Meningkatkan Kualitas Perencanaan Pemeriksaan 102,73
SS 1.2 | Meningkatkan Kualitas Pemantauan TLRHP dan Kerugian Negara 100,00
SS 2.1 | Meningkatkan Kualitas Hasil Pemeriksaan 101,00

SS 3.1 | Menciptakan Budaya Berintegritas, Independen dan Profesional di
Lingkungan BPK Perwakilan Kalimantan Selatan 85,62

SS 3.2 | Meningkatkan Kualitas Organisasi di Lingkungan Perwakilan
Kalimantan Selatan 99,24

SS 3.3 | Meningkatkan Kompetensi Pegawai di Lingkungan Perwakilan

Kalimantan Selatan 100

SS 3.4 | Meningkatkan  Kinerja Anggaran di  Lingkungan Perwakilan
Kalimantan Selatan 91,04

Tabel 4.1 Skor Sasaran Strategis
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B. Strategi Pemecahan Masalah serta Rencana Aksi yang akan diambil terkait

Pemenuhan Target Periode Berikutnya

BPK Perwakilan Provinsi Kalimantan Selatan telah melakukan upaya-upaya untuk mencapai

target kinerja dan akan terus berusaha meningkatkan kinerja dengan cara sebagai berikut.

1. Menginventarisir rekomendasi-rekomendasi yang statusnya belum sesuai dan belum
ditindaklanjuti untuk kemudian dirumuskan alternatif solusi tindak lanjutnya dalam
rangka percepatan penyelesaian TLRHP.

2. Meningkatkan pemahaman dan penerapan visi, misi dan nilai dasar BPK dengan cara
membuat suatu konten video atau dokumentasi tentang visi, misi dan nilai dasar BPK
yang selalu ditayangkan di tempat-tempat yang strategis seperti lobi kantor perwakilan.

3. Berkoordinasi dengan Direktorat PSMK dan Itama dalam peningkatan Kkinerja
akuntabilitas perwakilan baik dalam hal penyusunan laporan atau dokumen-dokumen
yang harus disampaikan sehingga nilai akuntabilitas kinerja kembali memenuhi target ke
depannya.

4. Perwakilan Kalimantan Selatan berupaya untuk lebih berperan aktif dan bekerjasama
dengan Biro Keuangan dalam meningkatkan kinerja anggaran terutama mengenai cara
penghitungan konsistensi, pencapaian keluaran, dan efisiensi sehingga cara penghitungan

tersebut dapat lebih dipahami oleh perwakilan.

Laporan Kinerja BPK Perwakilan Provinsi Kalimantan Selatan ini diharapkan dapat menjadi

salah satu bahan evaluasi untuk meningkatkan kinerja BPK RI di masa mendatang.

|
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TARGET PENCAPAIAN KINERJA
SESUAI DENGAN PERJANJIAN KINERJA

Satuan Kerja : BPK Perwakilan Provinsi Kalimantan Selatan
Tahun Anggaran 12018
Sasaran strategis Indikator Kinerja Utama Target 2018
Meningkatnya Pemanfaatan 1.1 Persentase Penyelesaian Tindak 71%
Hasil Pemeriksaan Lanjut atas Rekomendasi Hasil
Pemeriksaan
1.2 Persentase Penyampaian LHP 100%
Yang Mengandung Unsur Tindak
Pidana ke IPH
1.3 Tingkat Pemenuhan Permintaan 100%

Penghitungan Kerugian Negara
dan Pemberian Keterangan Ahli

1.4 Jumlah Bahan Pendapat dan 1
Pertimbangan yang Dimanfaatkan
Ditama Revbang

1.1.1 | Tingkat Implementasi Strategi 90%
Pemeriksaan
Meningkatkan Kualitas 1.12 |Rasio Jumlah LHP Kinerja 28%
Perencanaan Pemeriksaan Terhadap Seluruh LHP
1.1.3 | Tingkat Evaluasi LHP 80%
Meningkatkan Kualitas 1.2.1 | Tingkat Kemutakhiran Data
Pemantauan TLRHP dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan 100%

Kerugian Negara 1.2.2 | Jumlah Laporan Pemantauan

Penyelesaian Kerugian Negara 28

1.2.3 | Ketepatan Waktu Penyampaian 100%
Laporan Pemantauan Penyelesaian
Kerugian Negara ke Ditama

Revbang
Meningkatkan Kualitas 2.1.1 | Pemenuhan Quality Control dan
Hasil Pemeriksaan Quality Assurance Pemeriksaan 100%
2.1.2 | Indeks Kepuasan Auditee atas
Kinerja Pemeriksa BPK 38
2.1.3 | Ketepatan Waktu Penyampaian 100%
LHP
2.1.4 | Persentase Gugatan atas LHP 100%
yang Dimenangkan BPK
Menciptakan Budaya 3.1.1 | Indeks Pemahaman Pegawai 5,0
Berintegritas, Independen Terhadap Visi Misi Dan Nilai
dan Profesional di Dasar BPK
Lingkungan BPK 3.1.2 | Indeks Implementasi Nilai Dasar 50
Perwakilan BPK
3.1.3 | Tingkat Kepatuhan Pegawai 100%

terhadap Kode Etik dan Peraturan
Disiplin




Sasaran strategis Indikator Kinerja Utama Target 2018
Meningkatkan Kualitas 3.2.1 | Hasil Evaluasi Itama atas A
Organisasi di Lingkungan Akuntabilitas Kinerja Perwakilan
BPK Perwakilan 3.2.2 | Tingkat Pemanfaatan Teknologi 80%

dan Informasi
3.2.3 | Jumlah Best Practice yang 1
Disusun
3.2.4 | Tingkat Penerapan Best Practice 100%
3.2.5 | Ketepatan Waktu Penyampaian 100%
Laporan Output dan Kinerja
3.2.6 | Tingkat Pemenuhan Sarana dan 91%
Prasarana
3.2.7 | Jumlah Media Relation yang 2
Dilaksanakan
Meningkatkan Kompetensi 3.3.1 | Persentase Pemeriksa yang 100%
Pegawai di Lingkungan Memenuhi Standar Jam Pelatihan
BPK Perwakilan Pemeriksa
3.3.2 | Persentase pegawai yang 100%
memenuhi jam pelatihan teknis/
manajerial (non pemeriksa)
Meningkatkan Kinerja 3.4.1 | Tingkat Kinerja Implementasi 85%

Anggaran di Lingkungan
BPK Perwakilan

Anggaran di Lingkungan

Perwakilan




Satuan Kerja

PERBANDINGAN REALISASI CAPAIAN TAHUN 2018
DENGAN CAPAIAN TIGA TAHUN TERAKHIR

: BPK Perwakilan Provinsi Kalimantan Selatan

Tahun Anggaran 12018
Sasaran . o Target Capaian
strategis Indikator Kinerja Utama 2018 2018 2017 2016
Meningkatnya | 1.1 | Persentase Penyelesaian 71% 69,86% 71,56% 60,29%
Pemanfaatan Tindak Lanjut atas
Hasil Rekomendasi Hasil
Pemeriksaan Pemeriksaan
1.2 | Persentase Penyampaian 100% 100% 100,00% -
LHP Yang Mengandung
Unsur Tindak Pidana ke
IPH
1.3 | Tingkat Pemenuhan 100% 101% 100,00% 101%
Permintaan
Penghitungan Kerugian
Negara dan Pemberian
Keterangan Ahli
1.4 | Jumlah Bahan Pendapat 1 1 1 2
dan Pertimbangan yang
Dimanfaatkan Ditama
Revbang
Meningkatkan | 1.1.1 | Tingkat Implementasi 90% 100% 90% 85%
Kualitas Strategi Pemeriksaan
Perencanaan 1.1.2 | Rasio Jumlah LHP 28% 28% 26,09% 26,92%
Pemeriksaan Kinerja Terhadap
Seluruh LHP
1.1.3 | Tingkat Evaluasi LHP 80% 100% - -
Meningkatkan | 1.2.1 | Tingkat Kemutakhiran 100% 100% 100% 100%
Kualitas Data Tindak Lanjut
Pemantauan Hasil Pemeriksaan
TLRHP dan 1.2.2 | Jumlah Laporan 28 28 28 28
Kerugian Pemantauan
Negara Penyelesaian Kerugian
Negara
1.2.3 | Ketepatan Waktu 100% 100% 100% 100%
Penyampaian Laporan
Pemantauan
Penyelesaian Kerugian
Negara ke Ditama
Revbang
Meningkatkan | 2.1.1 | Pemenuhan Quality 100% 100% 100% 100%
Kualitas Hasil Control dan Quality
Pemeriksaan Assurance Pemeriksaan
2.1.2 | Indeks Kepuasan 3,8 459 4,58 4,49

Auditee atas Kinerja
Pemeriksa BPK




Sasaran . I Target Capaian
strategis Indikator Kinerja Utama 2018 2018 2017 2016
2.1.3 | Ketepatan Waktu 100% 100% 100% 100%
Penyampaian LHP
2.1.4 | Persentase Gugatan atas 100% 100% 100% 100%
LHP yang
Dimenangkan BPK
Menciptakan | 3.1.1 | Indeks Pemahaman 5,0 3,59 - -
Budaya Pegawai Terhadap Visi
Berintegritas, Misi Dan Nilai Dasar
Independen BPK
dan 3.1.2 | Indeks Implementasi 50 4,54 - -
Profesional di Nilai Dasar BPK
Lingkungan 3.1.3 | Tingkat Kepatuhan 100% 100% 100% -
BPK Pegawai terhadap Kode
Perwakilan Etik dan Peraturan
Disiplin
Meningkatkan | 3.2.1 | Hasil Evaluasi Itama A BB A A
Kualitas atas Akuntabilitas
Organisasi di Kinerja Perwakilan
Lingkungan 3.2.2 | Tingkat Pemanfaatan 80% 96,43 65,96% 77,86%
BPK Teknologi dan
Perwakilan Informasi
3.2.3 | Jumlah Best Practice 1 1 - -
yang Disusun
3.2.4 | Tingkat Penerapan Best 100% 100% - -
Practice
3.2.5 | Ketepatan Waktu 100% 100% 100% 100%
Penyampaian Laporan
Output dan Kinerja
3.2.6 | Tingkat Pemenuhan 91% 91,96% 91,22% 92,15%
Sarana dan Prasarana
3.2.7 | Jumlah Media Relation 2 6 4 2
yang Dilaksanakan
Meningkatkan | 3.3.1 | Persentase Pemeriksa 100% 100% 85,71% 81,67%
Kompetensi yang Memenuhi Standar
Pegawai di Jam Pelatihan
Lingkungan Pemeriksa
BPK 3.3.2 | Persentase pegawai 100% 100% 75,56% 94,44%
Perwakilan yang memenuhi jam
pelatihan teknis/
manajerial (non
pemeriksa)
Meningkatkan | 3.4.1 | Tingkat Kinerja 85% 77,38% 86,68% 94,24%

Kinerja
Anggaran di
Lingkungan
Perwakilan

Implementasi Anggaran
di Lingkungan
Perwakilan




Satuan Kerja

PERBANDINGAN REALISASI CAPAIAN TAHUN 2018
DENGAN TARGET LIMA TAHUN

: BPK Perwakilan Provinsi Kalimantan Selatan

Tahun Anggaran : 2018
Target Kinerja Lima Tahun Persentase
Realisasi
Realisasi Tahun 2018
Indikator Kinerja Utama | 6| 5017 | 2018 | 2019 | 2020 | Tahun201g | dPanding
Target
Kinerja
Tahun 2020
1.1 | Persentase Penyelesaian 60% | 65% | 71% | 72% | 75% 69,86% 93,15%
Tindak Lanjut atas
Rekomendasi Hasil
Pemeriksaan
1.2 | Persentase Penyampaian 100% | 100% | 100% | 100% | 100% 100% 100%
LHP Yang Mengandung
Unsur Tindak Pidana ke
IPH
1.3 | Tingkat Pemenuhan 100% | 100% | 100% | 100% | 100% 101% 100%
Permintaan Penghitungan
Kerugian Negara dan
Pemberian Keterangan
Ahli
1.4 | Jumlah Bahan Pendapat 1 1 1 1 1 1 100%
dan Pertimbangan yang
Dimanfaatkan Ditama
Revbang
1.1.1 | Tingkat Implementasi 85% | 85% | 90% | 90% | 90% 100% 111,11%
Strategi Pemeriksaan
1.1.2 | Rasio Jumlah LHP Kinerja | 23% | 26% | 28% | 28% | 28% 28% 100%
Terhadap Seluruh LHP
1.1.3 | Tingkat Evaluasi LHP 100% | 100% | 80% | 80% | 80% 100% 125%
1.2.1 | Tingkat Kemutakhiran 100% | 100% | 100% | 100% | 100% 100% 100%
Data Tindak Lanjut Hasil
Pemeriksaan
1.2.2 | Jumlah Laporan 28 28 28 28 28 28 100%
Pemantauan Penyelesaian
Kerugian Negara
1.2.3 | Ketepatan Waktu 100% | 100% | 100% | 100% | 100% 100% 100%
Penyampaian Laporan




Target Kinerja Lima Tahun Persentase
Realisasi
Realisasi Tahun 2018
Indikator Kinerja Utama | 6| 5017 | 2018 | 2019 | 2020 | Tahun201g | diPanding
Target
Kinerja
Tahun 2020
Pemantauan Penyelesaian
Kerugian Negara ke
Ditama Revbang
2.1.1 | Pemenuhan Quality 100% | 100% | 100% | 100% | 100% 100% 100%
Control dan Quality
Assurance Pemeriksaan
2.1.2 | Indeks Kepuasan Auditee 3,60 | 4,00 3,8 3,8 3,8 4,59 120,79%
atas Kinerja Pemeriksa
BPK
2.1.3 | Ketepatan Waktu 100% | 100% | 100% | 100% | 100% 100% 100%
Penyampaian LHP
2.1.4 | Persentase Gugatan atas - 100% | 100% | 100% | 100% 100% 100%
LHP yang Dimenangkan
BPK
3.1.1 | Indeks Pemahaman - - 5,0 5,0 5,0 3,59 71,80%
Pegawai Terhadap Visi
Misi Dan Nilai Dasar BPK
3.1.2 | Indeks Implementasi Nilai - - 5,0 5,0 5,0 4,54 90,80%
Dasar BPK
3.1.3 | Tingkat Kepatuhan - 100% | 100% | 100% | 100% 100% 100%
Pegawai terhadap Kode
Etik dan Peraturan Disiplin
3.2.1 | Hasil Evaluasi Itama atas A A A A A BB 88,89%
Akuntabilitas Kinerja
Perwakilan
3.2.2 | Tingkat Pemanfaatan 100% | 100% | 80% | 100% | 100% 96,43 96,43%
Teknologi dan Informasi
3.2.3 | Jumlah Best Practice yang | 0% 0% 1 1 1 1 100%
Disusun
3.2.4 | Tingkat Penerapan Best 0% 0% | 100% | 100% | 100% 100% 100%
Practice
3.2.5 | Ketepatan Waktu 100% | 100% | 100% | 100% | 100% 100% 100%

Penyampaian Laporan




Target Kinerja Lima Tahun Persentase
Realisasi
Realisasi Tahun 2018
Indikator Kinerja Utama | 6| 5017 | 2018 | 2019 | 2020 | Tahun201g | diPanding
Target
Kinerja
Tahun 2020
Output dan Kinerja
3.2.6 | Tingkat Pemenuhan Sarana | 90% | 90% | 91% | 91% | 91% 91,96% 101%
dan Prasarana
3.2.7 | Jumlah Media Relation 2 2 2 2 2 6 300%
yang Dilaksanakan
3.3.1 | Persentase Pemeriksa yang | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% 100% 100%
Memenuhi Standar Jam
Pelatihan Pemeriksa
3.3.2 | Persentase pegawai yang 90% | 90% | 100% | 100% | 100% 100% 100%
memenuhi jam pelatihan
teknis/ manajerial (non
pemeriksa)
3.4.1 | Tingkat Kinerja 80% | 82% | 85% | 85% | 90% 77,38% 85,97%

Implementasi Anggaran di
Lingkungan Perwakilan




Satuan Kerja

FORMULIR PENGUKURAN KINERJA

TINGKAT SATUAN KERJA KEMENTERIAN/LEMBAGA

: BPK Perwakilan Provinsi Kalimantan Selatan

Tahun Anggaran : 2018
No. Sasaran Strategis Indikator Kinerja Utama Target 2018 Realisasi Skor
1 |Meningkatnya 1.1 | Persentase Penyelesaian Tindak 71% 69,86% 98,39
Pemanfaatan Hasil Lanjut atas Rekomendasi Hasil
Pemeriksaan Pemeriksaan
Meningkatkan
Kualitas 1.2 | Persentase Penyampaian LHP Yang 100% 100% 100
Perencanaan Mengandung Unsur Tindak Pidana
Pemeriksaan ke IPH
1.3 | Tingkat Pemenuhan Permintaan 100% 101% 101
Penghitungan Kerugian Negara dan
Pemberian Keterangan Ahli
1.4 | Jumlah Bahan Pendapat dan 1 1 100
Pertimbangan yang Dimanfaatkan
Ditama Revbang
2 |Meningkatkan 1.1.1 | Tingkat Implementasi Strategi 90% 100% 105
Kualitas Pemeriksaan
Perencanaan
Pemeriksaan 1.1.2 | Rasio Jumlah LHP Kinerja Terhadap 28% 28% 100
Seluruh LHP
1.1.3 | Tingkat Evaluasi LHP 80% 100% 105
3 |Meningkatkan 1.2.1 | Tingkat Kemutakhiran Data Tindak 100% 100% 100
Kualitas Lanjut Hasil Pemeriksaan
Pemantauan
TLRHP dan 1.2.2 | Jumlah Laporan Pemantauan 28 28 100
Kerugian Negara Penyelesaian Kerugian Negara
1.2.3 | Ketepatan Waktu Penyampaian 100% 100% 100
Laporan Pemantauan Penyelesaian
Kerugian Negara ke Ditama Revbang
4 |Meningkatkan 2.1.1 | Pemenuhan Quality Control dan 100% 100% 100
Kualitas Hasil Quality Assurance Pemeriksaan
Pemeriksaan
2.1.2 | Indeks Kepuasan Auditee atas 3,80 4,59 105
Kinerja Pemeriksa BPK
2.1.3 | Ketepatan Waktu Penyampaian LHP 100% 100% 100




No. Sasaran Strategis Indikator Kinerja Utama Target 2018 Realisasi Skor
2.1.4 | Persentase Gugatan atas LHP yang 100% 100% 100
Dimenangkan BPK
5 3.1.1 | Indeks Pemahaman Pegawai 50 3,59 71,80
Menciptakan Terhadap Visi Misi Dan Nilai Dasar
Budaya BPK
Berintegritas,
Independen dan 3.1.2 | Indeks Implementasi Nilai Dasar 5,0 4,54 90,80
Profesional di BPK
Lingkungan BPK
Perwakilan 3.1.3 | Tingkat Kepatuhan Pegawai terhadap 100% 100% 100
Kode Etik dan Peraturan Disiplin
6 |Meningkatkan 3.2.1 | Hasil Evaluasi Itama atas A BB 88,89
Kualitas Organisasi Akuntabilitas Kinerja Perwakilan
di Lingkungan
Perwakilan 3.2.2 | Tingkat Pemanfaatan Teknologi dan 80% 96,43% 105
Meningkatkan Informasi
Kualitas Organisasi
di Lingkungan BPK "3 5 37| jumlah Best Practice yang Disusun 1 1 100
Perwakilan
3.2.4 | Tingkat Penerapan Best Practice 100% 100% 100
3.2.5 | Ketepatan Waktu Penyampaian 100% 100% 100
Laporan Output dan Kinerja
3.2.6 | Tingkat Pemenuhan Sarana dan 91% 91,96% 101,05
Prasarana
3.2.7 | Jumlah Media Relation yang 2 6 105
Dilaksanakan
7  |Meningkatkan 3.3.1 | Persentase Pemeriksa yang 100% 100% 100
Kompetensi Memenuhi Standar Jam Pelatihan
Pegawai di Pemeriksa
Lingkungan
Perwakilan 3.3.2 | Persentase pegawai yang memenuhi 100% 100% 100
jam pelatihan teknis/ manajerial (non
pemeriksa)
8 |Meningkatkan 3.4.1 | Tingkat Kinerja Implementasi 85% 77,38% 91,04

Kinerja Anggaran
di Lingkungan
Perwakilan

Anggaran di Lingkungan Perwakilan

Jumlah anggaran kegiatan tahun 2018

Jumlah realisasi anggaran kegiatan tahun 2018

: Rp22.022.160.000,00
- Rp21.410.970.000,00




BADAN PEMER SA KEUANGAN
PERWAKILAN PROVINSI KALIMANTAN SELATAN

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2018

Dalam rangka mewujudkan manajemen kinerja organisasi yang efektif, transparan dan akuntabel serta
berorientasi pada hasil, yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Tornanda Syaifullah, S.E., M.M,, Ak.
Jabatan : Kepala Perwakilan Provinsi Kalimantan Selatan

selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : Dori Santosa, S.E., M.M.
Jabatan : Auditor Utama Keuangan Negara VI

selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak pertama berkomitmen untuk mewujudkan target kinerja yang dinyatakan dalam Perjanjian Kinerja
Tahun 2018 BPK Perwakilan Provinsi Kalimantan Selatan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target
kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja
dari perjanjian ini.
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LAMPIRAN PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2018
BPK PERWAKILAN PROVINSI KALIMANTAN SELATAN

INDIKATOR KINERJA DAN ANGGARAN 2018

Strategi Indikator Kinerja Anggaran Anggaran (Revisi) Realisasi
KU 1.1 Persen'tase Penyelesaian Tindak Lanjut Rekomendasi Hasil T 1.210.550.000 || Rp 975.967.781 || Rp B0
Pemeriksaan
Persentase Penyampaian LHP yang Mengandung Tindak Pidana ke
. Strategis 1 Meningkatnya IKU 1.2 IPH Rp 854.195.000 || Rp 887.243.438 || Rp 880.491.144
P faatan Hasil P iks i i i i
emantaatan Hasil Pemeriksaan KU 1.5 ngkaF Pemenuhan Pel"mlrltaan Penghitungan Kerugian Negara dan Rp 978.755.000 || Rp 1.008.497.514 || Rp ERCIRGEE
Pemberian Keterangan Ahli
KU 14 Ju'mlah Bahan Pendapat dan Pertimbangan yang Dimanfaatkan Rp 19.196.000 || Rp 19.196.000 || Rp AT
Ditama Revbang
. . IK 1.1.1 [Tingkat Implementasi Strategi Pemeriksaan Rp 1.199.94:3.000 || Rp 1.205.555.902 || Rp 1.179.829.795
Strategi 1.1 - Meningkatkan . = -
q . IK 1.1.2 [Rasio Jumlah LHP Kinerja terhadap seluruh LHP Rp 2.772.415.000 || Rp 3.834.914.315 || Rp 3.671.907.937
Kualitas Perencanaan Pemeriksaan
IK 1.1.3 [Tingkat Evaluasi LHP Rp 1.104.953.000 || Rp 1.109.663.128 || Rp 1.085.84:5.588
IK 1.2.1 [Tingkat Kemutakhiran Data Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Rp 659.444.000 [ Rp 646.484.927 [[ Rp 628.262.122
Strategi 1.2 - Meningkatkan
Kualitas Pemantauan TLRHP dan IK 1.2.2 [Jumlah Laporan Pemantauan Penyelesaian Kerugian Negara Rp 799.078.000 || Rp 507.762.299 [ Rp 491.610.259
K ian N. - -
erugian Negara K 123 Ketepgtan Waktu Penyampalan Laporan Pemantauan Penyelesaian Rp 552.720.000 || Rp $88.508.199 || Rp AL
Kerugian Negara ke Ditama Revbang
IK  2.1.1 [Pemenuhan Quality Control dan Quality Assurance Pemeriksaan Rp 2.318.746.000 || Rp 2.035.177.772 || Rp 1.993.597.309
Strategi 2.1 - Meningkatkan IK 2.1.2 [Indeks Kepuasan Auditee atas Kinerja Pemeriksa BPK Rp 1.127.756.000 || Rp 969.001.445 [[ Rp 949.976.635
Kualitas Hasil Pemeriksaan IK 2.1.3 [Ketepatan Waktu Penyampaian LHP Rp 921.040.000 || Rp 817.244.291 || Rp 791.148.089
IK 2.1.4 [Persentase Gugatan atas LHP yang Dimenangkan BPK Rp 775.274.000 || Rp 753.676.906 || Rp 730.017.565
Strategi 5.1 - Menciptakan Budaya K 811 gll:(’ilzks Pemahaman Pegawai Terhadap Visi Misi Dan Nilai Dasar Rp 928.508.000 || Rp 908.709.988 | Rp LA GEEE
Berintegritas, Independen dan K 512 |indeks Impl  Nilai D BPK R 845.7 oo |l R 3 50.258 || R; 30 8.338
Profesional di Lingkungan BPK 3.1. n eks Implementas1 Nilai ‘asar : p 5.749.0 P 27.750.2 P 2.098.33
Perwakilan K s.. |Lingkat Kepatuhan Pegawai terhadap Kode Etik dan Peraturan Rp 419.080.000 || Rp 410.890.508 || Rp 897.689.044
Disiplin
IK 8.2.1 [Hasil Evaluasi Itama atas Akuntabilitas Kinerja Rp 680.230.000 || Rp 665.830.889 || Rp 645.201.404
IK 8.2.2 [Tingkat Pemanfaatan Teknologi dan Informasi Rp 682.720.000 || Rp 670.119.160 [ Rp 645.288.908
Strategi 5.9 - Meninghathan IK Jumlah Best Practice yang Disusun Rp 518.341.000 || Rp 507.542.148 [ Rp 491.827.205
Kualitas Organisasi di Lingkungan IK  8.2.4 [Tingkat Penerapan Best Practice Rp 468.686.000 || Rp 458.966.328 [ Rp 444.758.125
BPK Perwakil .
crwatan IK 8.2.5 [Ketepatan Waktu Penyampaian Laporan Output dan Kinerja Rp 328.777.000 || Rp 316.577.483 || Rp 306.748.399
IK 8.2.6 [Tingkat Pemenuhan Sarana dan Prasarana Rp 526.882.000 || Rp 589.322.397 [ Rp 576.012.390
IK 8.2.7 [Jumlah Media Relation yang Dilaksanakan Rp 305.197.000 || Rp 298.716.235 [ Rp 289.459.948
Strategi 3.3 - Meningkatkan IK 3.5.1 gersen,tkase Pemeriksa yang Memenuhi Standar Jam Pelatihan Rp 762.989.000 || Rp 746.790.589 || Rp 7928.649.871
Kompetensi Pegawai di Lingkungan Pemerlt S e - i T Jam Pelath
BPK Perwakil IK s.3e |Persentase Pegawai yang MemenuhiJam Pelatihan R @il R 04130843 || R a8
crwarian Teknis/Manajerial (Non Pemeriksa) P 90611000 P ? J0.819 ® ’ 9086
Strategi 3.4 - Meningkatkan Kinerja
Anggaran di Lingkungan BPK IK 8.4.1 [Tingkat Kinerja Implementasi Anggaran Rp 198.788.000 || Rp 188.419.227 | Rp 182.504.391

Perwakilan

Total Anggaran

Rp

22.260.573.000

Rp 22.022.160.000

Rp 21.410.970.005




SKOR KINERJA PERWAKILAN PROVINSI KALIMANTAN SELATAN
TRIWULAN IV TAHUN 2018

LANGKAH-LANGKAH PERHITUNGAN DALAM SIMAK

LANGKAH PEMBOBOTAN SKOR
PERSPEKTIF, SS DAN IKU Target Realisasi Skor SKOR SS SKOR SKOR
PERSPEKTIF KINERJA
f g h = (g/f)x100 k m n
SKOR KINERJA PERWAKILAN PROVINSI KALIMANTAN SELATAN 97,97
PERSPEKTIF PEMENUHAN KEBUTUHAN DAN HARAPAN PEMILIK 99,85
KEPENTINGAN
SS 1. Meningkatnya Pemanfaatan Hasil Pemeriksaan 99,85
1.1 Persentase Penyelesaian Tindak Lanjut Rekomendasi Hasil 71,00% 69,86% 98,39
Pemeriksaan
1.2 Persentase Penyampaian LHP yang Mengandung Unsur Tindak 100,00% 100,00% 100,00
Pidana ke IPH
1.3 Tingkat Pemenuhan Permintaan Penghitungan Kerugian Negara 100,00% 101,00% 101,00
dan Pemberian Keterangan Ahli
1.4 |Jumlah Bahan Pendapat dan Pertimbangan yang Dimanfaatkan 1 1 100,00
Ditama Revbang
PERSPEKTIF PENGELOLAAN FUNGSI STRATEGIS 101,43
Strategi 1.1 Meningkatkan Kualitas Perencanaan Pemeriksaan 102,73
1.1.1 |Tingkat Implementasi Strategi Pemeriksaan 90,00% 100,00% 105,00
1.1.2 |Rasio Jumlah LHP Kinerja terhadap seluruh LHP 28,00% 28,00% 100,00
1.1.3 |Tingkat Evaluasi LHP 80,00% 100,00% 105,00
Strategi 1.2 Meningkatkan Kualitas Pemantauan TLRHP dan Kerugian 100,00
Negara
1.2.1 |Tingkat Kemutakhiran Data Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan 100,00% 100,00% 100,00
1.2.2  |Jumlah Laporan Pemantauan Penyelesaian Kerugian Negara 28 28 100,00
1.2.3 |Ketepatan Waktu Penyampaian Laporan Pemantauan Penyelesaian 100,00% 100,00% 100,00
Kerugian Negara ke Ditama Revbang
Strategi 2.1 Meningkatkan Kualitas Hasil Pemeriksaan 101,00
2.1.1 |Pemenuhan Quality Control (QC) Pemeriksaan dan Quality 100,00% 100,00% 100,00
Assurance (QA) Pemeriksaan
2.1.2 |Indeks Kepuasan Auditee atas Kinerja Pemeriksa BPK 3,80 4,59 105,00
2.1.3 |Ketepatan Waktu Penyampaian LHP 100,00% 100,00% 100,00
2.1.4 |Persentase Gugatan atas LHP yang Dimenangkan BPK 100,00% 100,00% 100,00
PERSPEKTIF PERTUMBUHAN DAN PEMBELAJARAN ORGANISASI 95,73
Strategi 3.1 Menciptakan Budaya Berintegritas, Independen dan 85,62
Profesional di Lingkungan Perwakilan
3.1.1 |Indeks Pemahaman Pegawai Terhadap Visi Misi Dan Nilai Dasar 5,00 3,59 71,80
BPK
3.1.2 |Indeks Implementasi Nilai Dasar BPK 5,00 4,54 90,80
3.1.3 [Tingkat Kepatuhan Pegawai terhadap Kode Etik dan Peraturan 100,00% 100,00% 100,00
Disiplin
Strategi 3.2 Meningkatkan Kualitas Organisasi di Lingkungan Perwakilan 99,24
3.2.1 |Hasil Evaluasi Itama atas Akuntabilitas Kinerja Perwakilan A BB 88,89
3.2.2 |Tingkat Pemanfaatan Teknologi dan Informasi 80,00% 96,43% 105,00
3.2.3 [Jumlah Usulan Best-Practice 1 1 100,00
3.2.4 |Tingkat Penerapan Best Practice 100,00% 100,00% 100,00
3.2.5 |Ketepatan Waktu Penyampaian Laporan Output dan Kinerja 100,00% 100,00% 100,00
3.2.6 |Jumlah Media Relation yang Dilaksanakan 2,00 6,00 105,00
3.2.7 |Tingkat Pemenuhan Sarana dan Prasarana 91,00% 91,96% 101,05
Strategi 3.3 Meningkatkan Kompetensi Pegawai di Lingkungan 100,00
Perwakilan
3.3.1 |Persentase Pemeriksa yang Memenuhi Standar Jam Pelatihan 100,00% 100,00% 100,00
Pemeriksa
3.3.2 |Persentase pegawai yang memenuhi jam pelatihan teknis/ 100,00% 100,00% 100,00
manajerial (non pemeriksa)
PERSPEKTIF KEUANGAN 91,04
Strategi 3.4 Meningkatkan Kinerja Anggaran di Lingkungan Perwakilan 91,04
3.4.1 |Tingkat Kinerja Implementasi Anggaran di Lingkungan Perwakilan 85,00% 77,38% 91,04
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